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BAB I
PEMBERITAAN POLITIK DAN DAN MEDIA MASSA

A. Beberapa Konsep Dasar Jurnalistik

Dewasa ini sering disebut juga dengan era infornthgnana kehidupan
kita senantiasa ditata dan diatur berdasarkanmdsrinformasi yang diperoleh.
Informasi-informasi ini menjadi landasan dan pebiangan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif amdamenjalani kehidupan.
Sedikit atau banyak informasi yang diserap akan pegrgaruhi perilaku dan
tindakan masyarakat. Semakin masyarakat mendapatmiasi yang akurat,
lengkap dan komprehensif, semakin tepat pula milikeputusan dan tindakan
yang diambil atas suatu persoalan tertentu. mmési-informasi ini sebagian di
antaranya diperoleh dari kegiatan jurnalistik yamgnampilkan berita-berita yang

berisi informasi bagi khalayak.

Aktivitas jurnalistik termasuk kegiatan yang sudatkup lama dilakukan
dalam masyarakat. Ditengarai dari bukti sejar&tiyigas jurnalistik yang tertua
telah dilakukan pada zaman Romawi kuno yaitu padsa Julius Caesar ( Abad
IV SM), yakni dengan adanya tradisi menuliskan pea-peraturan negara
dalam lembaran-lembaran dan diletakkan di tenpapé&t yang mudah dilihat dan
dibaca oleh masyarakat. Lembaran-lembaran yangi lraturan ini disebut
Acta Diurng sedangkan tempat pemasangan lembaran itu didébutm
Romanum (Ermanto, 2005:24Berbagai peninggalan kebudayaan di belahan
dunia yang lain seperti Mesir purba, China, danalndga menunjukkan adanya

sistem penyebaran informasi semacam ini. (Abdull8B2: 12)

Istilah jurnalistik diduga berasal dari istilakcta Diurnaini. Di Eropa
berkembang istilahournal, do jour danjurnee untuk merujuk pada berita dan
peristiwa sehari-hari yang dimuat pada lembararetak. Orang yang mengolah
berita sehari-hari untuk dimuat dalam lembararcetak tersebut kemudian

dikenal dengan sebutgournalist. Akhirnya istilah journalist juga populer di
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Indonesia menjadi jurnalistik untuk merujuk paddivalas yang sama, yaitu
berbagai keahlian menulis dan mengarang untuk mekabepekabaran kepada
masyarakat yang seluas-luasnya, atau kegiatan m@aylean pesan/berita
kepada khalayak ramai/massa melalui saluran meatek anaupun elektronik.
(Ermanto, 2005 : 25)

Ada tiga hal yang penting untuk memahami pengerjianalistik itu
sendiri. Pertama, jurnalistik merupakan proses kémiatan mengkomunikasikan
informasi berita, mulai dari mencari, mengumpulkamengolah, menulis dan
mengedit informasi sehingga menjadi berita yangiaktKedua, hasil olahan
informasi tersebut dapat berupa berita langsungortase, feature atau opini.
Ketiga, informasi yang telah disiarkan secepat-tg@a melalui media massa,
seperti surat kabar, majalah televisi, atau ragim@nto, 2005: 26) Dengan tiga
hal ini kita dapat menimbang suatu kegiatan terkakalam kategori aktivitas
jurnalistik atau tidak. Kegiatan yang mencakupigeethal tersebut baru bisa

disebut kegiatan jurnalistik.

Selain istilah jurnalistik, kita juga akrab dengatilah pers. Istilah ini
muncul setelah terjadi revolusi industri di Ero@ng salah satu hasilnya adalah
penemuan mesin cetak pertama oleh Gutternburg (a04dyang awalnya
ditujukan untuk mencetak Bibel. Cara kerja mesitalceni adalah membuat
cetakan huruf-huruf dalam lempengan logam yang kenuditekankan pada
lembaran kertas. Proses menekan inilah yang disgdngan istilalpressyang
diambil dari katgoresesyang berarti tekanan atau jepitan. Istilah yangpsarke
Indonesia diperkenalkan oleh Belanda yaiars yang kemudian menjadi lebih
sering dipakai untuk menyebut aktivitas penerbitdélnlah pers kemudian
berkembang tidak hanya dalam dunia cetak mencétaknaedia cetak saja, tetapi
juga memiliki makna semua media massa termasukigglegadio dan film.
(Abdullah, 1992: 77)

Satu istilah lagi yang berhubungan dengan jurrialétalah publistik atau
publisistik. Istilah publistik berasal dari bahasmmanpPublizistikataupubliziren
yang artinya mengumumkan atau menyampaikan begpada khalayak umum.

Dengan demikian istilah ini memiliki pengertian gaeama dengan jurnalistik
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yaitu kegiatan yang berhubungan dengan proses pgndan, dan penyajian
berita atau informasi. Namun istilah ini dibedakdalam ranah teoritik dan
praktik, di mana istilah publistik lebih menekankpada penguasaan teoritik
dalam bidang penyampaian informasi, sedangkan ljstika lebih pada
kemampuan atau ketrampilan praktis. Publistik tkant sebagai ilmu yang
mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan siyg@an atau pesan
(messagekepada manusia lain guna mewujudkan tujuan tertéstilah publistik
pertama kali dipergunakan di Eropa terutama setdiajarkan di perguruan
tinggi-perguruan tinggi dan perkembangan mediairset@tak, yaitu media
elektorik radio dan televisi.(Indriyanti, 2006 :)29

Dari gambaran di atas, pengertian publistik, justil dan pers seperti
secangkir teh hangat. Publistik menjadi resep td&anik; sementara jurnalistik
adalah aktvitas pengolahan sekaligus bahan-bahanieya gula, dan air;
sedangkan pers adalah cangkirnya. Eksistensi gaegma oleh khalayak dari
hal-hal tersebut terwujud dalam bentuk pengolalmdormasi menjadi berita.
Namun tentu saja, jurnalistik tidak hanya berawati gheristiwa dan berakhir
dalam sebuah berita. Jurnalistik mewadahi suateofai informasi” yang
membuat pelaku memiliki landasan berfikir, bersikkgm bertindak sehubungan
dengan penyampaian informasi kepada khalayak ydisgbut sebagai
jurnalisme. Jurnalisme inilah yang sejak awal gmgekarang ini menjadi roh
aktivitas kejurnalistikan, kewartawanan dan persideologi inilah yang
menggerakkan jurnalis untuk merekam peristiwa, rhgkan atau mengolahnya
dan menyampaikan kepada khalayak, meskipun kadangs ldiam-diam, di
bawah ancaman, di sekeliling desing peluru pertearpu

Dalam banyak negara, terutama di mana demokrascuhujurnalisme
hadir untuk membangun masyarakat, jurnalisme adakumemenuhi hak-hak
warga negara, dan jurnalisme ada untuk demokratad orang terberdayakan
oleh arus informasi yang bebas, menjadi terliaagsung dalam menciptakan
pemerintahan dan peraturan baru untuk kehidupaitikpaosial, dan ekonomi
negara mereka. (Kovach, 2006 : 11) Itu sebabnys ymrg bebas sering disebut

sebagai oksigen bagi demokrasi, karena salah satidak bisa hidup tanpa yang
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satunya lagi.Potter mengutip penulis masalah politik Prancis x&lede

Tocqueville, 200 tahun lalu, “Anda tidak bisa mew#asurat kabar yang
sesunguhnya tanpa demokrasi, dan Anda tidak alanpuinya demokrasi tanpa
surat kabar”. (Potter, 2006 : 2) Ungkapan ini ménjalevan dalam negara yang
demokrasinya sudah mapan maupun yang sedang tunpaubetujuan dan
partisipasi masyarakat yang telah mendapatkanndsir mutlak dalam proses
politik. Tujuan utama jurnalisme adalah menyedmikdormasi yang dibutuhkan
warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatwsedidiri.(Kovach, 2006 :

12) Hal ini karena kebutuhan manusia terhadap aemiterupakan naluri

kesadaran. Manusia membutuhkan pengetahuan dpé&raggalaman diri mereka
yang memberi rasa aman, membuat mereka bisa meekaa dan mengatur

hidup mereka.

Perkembangan teknologi, terutama revolusi teknokmghunikasi, dan
perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dewasaelah mengubah banyak
wajah jurnalistik, sehingga meskipun tujuannyapedgaga tetapi tidak selalu
tersaji dengan baik. Bahkan tak jarang aktivitasiperitaan menjadi paradoks
dengan tujuan jurnalisme itu sendiri. Kekuasaarntabgme mengubah aktivitas
jurnalistik menjadi bisnis manufaktur berita, p&byiang memproduksi berita-
berita secara massal, menjejali masyarakat dengfanmasi yang merupakan
versi mereka sendiri yang berdasarkan pada kaidamg-rugi. Para elit politik
turut masuk mempengaruhi kebebasan informasi ukégentingan kelompok
dan kekuasaan. Alih-alih melayani masyarakat, gigignalis bahkan dipandang
merusak masyarakat.(Kovach, 2006 : 3)

Hal inilah yang mendorong munculnya forum wartawlan masyarakat —
dalam committee of Concerned Jurnalistsnerumuskan prinsip-prinsip
jurnalisme agar aktivitasnya tetap pada koridoudnj utama jurnalisme dalam
menyediakan informasi yang diperlukan orang agaadelan bisa mengatur diri
sendiri. Prinsip-prinsip yang disusun oleh Kové&2D06 : 6) tersebut antara lain :
1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran;

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masggrak

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi;
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. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensati sumber berita;
. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan;

. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupukudgan masyarakat;

~N oo o b~

. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuatahgl yenting menarik dan

relevan;

oo

. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensifptdaporsional;

9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikutiami mereka.

Prinsip-prinsip jurnalisme tersebut memungkinkamaparnalis bergerak
dalam koridor ideal untuk mewujudkan tujuan merek@ndukung masyarakat
berkembang ke arah kemajuan, dan demokratis. @siesgkaligus basis bagi visi
jurnalisme adalah masyarakat itu sendiri, bukanapsekelompok orang atau
golongan tertentu. Prinsip jurnalisme ini mestimyanjadi pegangan bagi media
massa dalam melaksanakan aktivitasnya menyampadik@nmasi kepada

masyarakat luas.

A.1l. Pemberitaan Politik

Aktivitas jurnalistik melahirkan produk tulisan, lsh satunya berupa
pemberitaa. Nimmo (1989 : 247) mengartikan berita sebagai esos
menegosiasikan laporan yang bermakna tentang kejadyang mencakup
simbolisasi (1) kejadian sebagai peristiwa; (2)igtieva sebagai sesuatu yang
bernilai; dan (3) peristiwa bernilai berita sebakjaah berita. Dalam kehidupan
sehari-hari baik disadari atau tidak manusia medakuberbagai aktivitasnya,
binatang bergerak, tumbuhan berkembang, yang saegitit menarik minat
karena serba rutinitas. Namun sesekali “terjadiua®s yang memecahkan
kehidupan rutin yang normal, sesuatu yang tidalsebibahkan mungkin luas
biasa, orang meninggal, kecelakaan, bencana, genbpolitik, ekonomi dan

sebagainya ; sesuatu yang tidak lagi rutin, sito@njadi masalah. Orang-orang

! Secara garis besar materi jurnalistik dibedakdandalua bagian, yaitnews(berita)
dan views (opini). Yang tergolong berita adalah berita langgsustraight newy reportase dan
feature sedangkan yang tergolong opini atau pendapaaldajuk rencana (editorial), artikel dan
tulisan kolom. (Ermanto, 2005 : 65-66)
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menuntut mendapatkan informasi yang cukup mengesrstiwa itu, sehingga
mereka dapat menyesuaikan diri dengan kejadianutionyang telah mendapat
tambahan kepentingan. Peristiwa itu menjadi berijika orang menganggap
informasi mengenai peristiva itu penting. Posisinglis kemudian menjadi

komunikator yang menciptakan konstruksi yang bemaakntang peristiwa yang
terjadi dengan melakukan negosiasi dengan segeesaprt@ peristiwva dan
khalayak yang menaruh perhatian terhadap inforrgasiibengan kata lain,

jurnalis memilih, memaknai dan mengolah informasifagaimana dibayangkan”
akan dibutuhkan oleh khalayak. Oleh jurnalis pisves yang bernilai diolah

menjadi kisah berita, oleh karena peristiwa itudgersebenarnya adalah suatu
kisah atau memiliki kisahnya sendiri, baik yangimutkecelakaan, skandal

maupun penemuan kebetulan.

Secara sederhananya, berita dapat disimpulkan dalaad, yaitu berita
berbasis pada fakta peristiwa; peristiwa beritau$lah peristiwa yang memiliki
nilai berita; dan laporan peristiwa itu disampaika@pada khalayak luas. Berita
ditulis berdasarkan pada fakta-fakta suatu pesstibukan berasal dari pikiran,
opini atau pendapat sang jurnalis. Wartawan héeyungsi untuk melaporkan
fakta-fakta dengan berupaya menghindari munculnypéni opribadi dalam
pemberitaannya agar kebenaran fakta tidak menjadi Pada dasarnya semua
peristiwva dapat ditulis menjadi berita, tetapi kerd¢idak semua peristiva dapat
ditampung dalam media. Oleh karena itu wartawan rdadia akan melakukan
seleksi terhadap peristiwa yang layak dan tidakKadijadikan berita. Kelayakan
ini sangat tergantung pada banyak faktor, tetapgyzaling utama adalah bahwa
peristiwa tersebut menarik minat luas khalayak, yiang disebut sebagai nilai
berita. Di antara nilai berita tersebut adalah p&ten waktu atau aktualitas;
besar/luasnya dampak peristiwa; kedekataroximity); kontroversi atau konflik;
tokoh penting atau figur publik, topik pembicaraagan keganjilan atau
keanehah (Potter, 2006 : 5-6)

2 Ungkapan yang paling populer dalam dunia kewamawanenyebutkan jika ada anjing
menggigit orang itu bukan berita, tetapi kalau exdang menggigit anjing itu baru berita.
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Dari sisi tema, peristiwa-peristiwa politik term&somemiliki nilai berita
yang tinggi, sehingga peristiwa politik hampir $elanenjadi perhatian media
massa dan masyarakat umum. Menurut Hamad (2004all ini karena ada dua
faktor yang saling berkaitan. Pertama, politik desvani berada pada era mediasi
(politics in the age of mediatipnyaitu interaksi politik antara elit politik deag
khalayak membutuhkan media massa sebagai mediatay gnempertemukan
artikulasi masing-masing pihak. Kedua, peristiwalitigo dalam bentuk
tingkahlaku dan pernyataan para aktor politik lagmen selalu mempunyai nilai
berita sekalipun peristiwa tersebut merupakan p&aspolitik itu bersifat rutin
belaka.

Berita politik pada dasarnya sama saja denganabgaitg lainnya dalam
hal teknik pengumpulan data dan penulisannya. Nabmrita politik memiliki
sisi strategis dibandingkan berita mengenai temia. IPemberitaan politik
menjadi sarana komunikasi politik dari pihak-pihaing berkepentingan dengan
suatu peristiwa politik. Dalam komunikasi politiembaga pemerintah, lembaga
kepartaian, media interpersonal, media organisasi gers menjadi media
komunikasi politik yang cukup efektif untuk menyaaiifan pesan-pesan politik.
Dewasa ini pers atau media massa menduduki pasigegis untuk mengantarkan
pesan-pesan politik kepada khalayak massa seaargdrisasi. Politikus yang
mencalonkan diri untuk menjadi pejabat menggunalemara luas berbagai media
massa untuk tujuan persuasif. Pun setelah mengdbat, media massa juga
efektif untuk dipergunakan sebagai sarana komunikdengan warga
negara.(Nimmo, 1989 : 244) Dan sebaliknya, bergktib menjadi media bagi
anggota masyarakat atau pihak pers sendiri untukyamepaikan pesan politik
kepada pelaku politik, baik dukungan maupun kritilal ini karena media massa
secara prinsipil memegang amanat sebagai anjingagee (vatchdog yakni
pemantau independen terhadap kekuasaan dan penyamldah yang
tertindas.(Kovach, 2006 : 143)

Berita politik, sebagaimana media komunikasi goldinnya, oleh pelaku
komunikasi baik politikus maupun wartawan senditujdkan bagi pembentukan

opini publik (ublic opinior), sikap khalayak terhadap isu politik yang



23

dikomunikasikan. Dalam rangka pembentukan opiniikubi, suatu pemberitaan
dilakukan dalam tiga ranah kegiatan sekaligus,uyamenggunakan simbol-
simbol politik (anguage of politi; melaksanakan strategi pengemasan berita
(framing strategies dan melakukan agenda medegénda setting functign
Berita politik berkaitan dengan pembentukan opimaka pemakaian simbol-
simbol politik dilakukan agar sesuai dengan opiangy hendak dikembangkan,
demikian juga strategi pengemasan pesan akan nkelakseleksi fakta untuk
mendukung opini tersebut. Sedangkan fungsi ageettiags adalah penentu bagi
media dalam membentuk opini publik di tengah maskatr (Hamad, 2004 : 4)
Upaya membangun opini publik ini dengan sendirim@njadikan pemberitaan
politik berpotensi mengalami bias realitas. Raaliyang ditunjukan oleh media
sudah merupakan realitas bentukan atau realitasyas& yang dibuat dalam
dapur redaksi yang dipenuhi dengan pesanan-peg#eamal dari jejaring elemen
media seperti pemilik medi@yn media organizatign jurnalis profession or
craft), Situasi  sosial-politik-budaya sdciety, dan khalayak thke
audiencé.(McQuiail, 1989 : 159)

Para jurnalis yang mencari, mengumpulkan bahan taipudan
menuliskannya dalam bentuk berita politik seringhkasulitan untuk menjaga
obyektivitas pemberitaannya. Hal ini disebabkaik b&h karena proses redaksi
yang melibatkan 3 ranah kegiatan dalam dapur rédalesvsroony maupun
pengaruh-pengaruh dari luar ruang dapur redaksg yaenarik ulur antara
idealisme dan pragmatisme, antara profesional dermmEsanan. Newsroom
bukanlah suatu ruang yang hampa, netral, dan haeygalurkan informasi apa
adanya, melainkan suatu proses yang rumit dan geribaktor yang berpotensi
mempengaruhi proses terciptanya suatu berita. rSdlcer dan Reese yang
dikutip oleh Sudibyo (2001 : 7-10) menyebutkafakor, yaitu pertama, faktor
individual seperti latar belakang pendidikan, agagender, inters politik dan
sebagainya; kedua, rutinitas media yang mencakukammsane dan prosedur

® Hamad (2004 : 3) mengutip McNair membagi realjtatitik dalam 3 bentuk, yaitu:
pertama, objective political reality kejadian-kejadian politik sebagaimana adanya;uéed
subjective reality kejadian-kejadian politik menurut persepsi pddmmapolitik dan khalayak; dan
ketiga,constructed realityrealitas politik hasil peliputan media.
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standar penulisan berita oleh media; ketiga, l@rghnisasi yakni komponen
institusi media yang memiliki peran dan kepentinglalam produksi berita;

keempat, level ekstramedia yakni faktor luar mes#iperti narasumber, negara,
iklan, pasar dan sebagianya; dan kelima, levelloggderupa cara pandang dan

kerangka berfikir serta sikap dalam menghadamrfena.

Di sinilah tantangan bagi wartawan untuk memegarigsip dan etika
pemberitaan sehingga mampu menjalankan fungsi pgkok untuk
menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehinggyarakat mendapatkan
informasi dan bahan pertimbangan yang tepat dalaemgambil keputusan

politiknya.

A.2. Media Massa

Berangkat dari pemahaman tentang pemberitaans]i atu hal lagi yang
perlu ditambahkan adalah alat penyampai berita jdanalis ke khalayak yaitu
media massa. Dalam kajian jurnalistik, posisi medassa sangat penting untuk
membedakan “berita biasa” yang diinformasikan sedarbatas dengan “berita
jurnalistik” yang disampaikan secara luas dan mdsgpada khalayak. Berita
dalam pengertian jurnalistik ada pada kategori ydwmglua, yaitu untuk
disampaikan kepada massa melalui suatu media madealia massa menjadi
sarana bagi terjadinya komunikasi massa yakni pepg&an pesan kepada jutaan

orang nyaris serentak.

Rivers (2003 : 19-20nengungkapkan beberapa karakteristik komunikasi
massa, yaitu sifatnya satu arah hanya dari komatmilkkepada khalayak; setiap
media memilih khalayaknya karena pada dasarnyaamadiakukan segmentasi
audien dan hal ini juga dilakukan untuk meraih &lgak sebanyak mungkin;
media memiliki kemampuan manjangkau khalayak sdoasadan ini mendorong
proses produksi informasi standar secara massalkalaunikasi dilakukan oleh

institusi sosial yang harus peka terhadap konitigklingannya.

Media massa pada dasarnya adalah perangkat teqngs dipergunakan

dalam proses komunikasi atau penyampaian pesamuki@asi €communication,
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tanpa “s”) menjadi mesin pendorong proses soseaigy memungkinkan
terjadinya interaksi antarmanusia dan membantuk usiansebagai makhluk
sosial. Komunikasi sudah menjadi integral dengamusia sejak manusia ada,
yang wujud primer antara lain bahasa, gerak tuloaitasi, dan pola perilaku
sosial. Sementara itu komunikasi membutuhkan p&eingkomunikasi
(communicationsdengan “s”) atau teknik sekunder yang mencakup aggib
peralatan untuk berkomunikasi. Teknik sekundernmincul pada masyarakat
yang telah memiliki peradaban yang cukup tingguknmhemanfaatkan perangkat
komunikasi. Alat sekunder ini bentuk fisiknya beoaa-macam dari yang
sederhana sampai yang canggih tetapi fugsinya sgama memudahkan
komunikasi, terutama dalam situasi di mana komwiikadehana (tatap muka)
tidak dimungkinkan. Semua teknik sekunder menyajikacara tidak langsung
proses primer penyebaran pola perilaku sosial. Medassa sebagai perangkat
komunikasi dipergunakan dalam proses komunikasisamagang melibatkan
khalayak luas. (Rivers, 2003 : 26-27)

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi memungkinkanusia
menciptakan berbagai bentuk media massa sebageigkat berkomunikasi. Di
antaranya adalah media cetak, media penyiaran,ntata elektronik. Media
cetak ini meliputi koran atau surat kabar, majalabloid, bulletin, buku dan
sebagainya. Secara fisik berbentuk lembaran kemag di dalamnya dicetak
informasi-informasi untuk dibaca. Sedangkan meeiayiaran merupakan media
informasi yang menggunakan gelombang frekuensigalsarana penyampaian
informasi. Bentuk media penyiaran ini dapat berapdio maupun audio visual
seperti radio, televisi, dan internet. Semua mpdiayiaran bisa dimasukan dalam
kategori media elektrik, karena hampir semua pé@ngkomunikasi ini
menggunakan sumber listrik untuk mengoperasikandigamun media elektronik
tidak mesti menggunakan gelombang frekuensi, mysalilm, electricboard
advertisingdan sebagainya.

Berbagai bentuk media massa tersebut memiliki Kedeb dan
kekurangannya masing-masing. Media cetak yang jfpianyanaterinya secara

tertulis memungkinkan informasi dapat dibaca bergdalang dan relatif dapat
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menampilkan informasi yang rinci. Namun media cetadmiliki keterbatasan
dalam hal kecepatan penyampaian informasi karens lhmelewati proses cetak
dan pengiriman kepada khalayak, itupun khalayakatas. Media radio dan
televisi keunggulannya selain bisa menyampaikamraelebih cepat juga bisa
menampilkan informasi yang “hidup” yakni dapat didar dan dilihat secara

langsung, serta dapat menjangkau khalayak yank leas.

Namun kelemahannya, informasi yang disampaikark tatigpat diulang-
ulang karena disampaikan sekilas sehingga day&apndgn pemahaman audien
sangat diperlukan. Selain itu juga keterbatasanapear gelombang frekuensi
menjadi kendala bagi penyampaian siaran di tengmapat terpencil. Sehingga
meskipun media televisi dan radio dewasa ini magaph media cetak tetap
diminati dan dibutuhkan banyak orang. (Ermanto,0320 68-70) Sedangkan
media internet lebih terbatas lagi, karena peramgikamasih sangat sedikit orang
yang memiliki. Namun kelebihannya memadukan keulagguedia penyiaran
dan media cetak. Dengan internet khalayak dapatp®eieh informasi yang
langsung dan audio-visual seperti televisi, sekaligrinci dan dapat diulang

seperti media cetak.

Sesuai dengan konsep Habermas tenpaicsphere media massa dapat
didudukan sebagai salah satu ruang publik. Ruabgikpyang dimaksud adalah
ruang di mana negara dan masyarakat, individudddidi dalamnya memeiliki
kesempatan dan peran yang setara untuk melibatkasiathm dirkursus tentang
berbagai isu permasalahan bersama untuk mendapétkasensus di antara
mereka. Peran media secara ideal adalah mewadahsatana berbagi informasi,
jalur komunikasi yang diperlukan untuk nentukanapikdan menfasliitasi
pembentukan opini publik dengan menempatkan dicarse independen dan
otonom sehingga berbagai isu dapat diperdebatkeawrsebyektif dan setara.
(Sudibyo, 2001 : vii)

Musyafak (2001) mengungkapkan peran-peran medmagyarakat dari
pandangan beberapa pakar. Menurut Peterson, meemilikn enam fungsi
tradisional yaitu: (1) menyajikan informasi, pemaséin dan perdebatan persoalan

publik sebagai alat pelayanan sistem politik; f®mberi penerangan kepada
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publik; (3) memelihara hak-hak individu; (4) pelaga sistem ekonomi; (5)
hiburan; dan (6) mempertahankan sistem finansialarfutnya Hohnston
mencatat empat peran pokok media massa yaitu rmiafg, pengaruh, iklan dan
hiburan. Sedangkan Emery membagi peran media ndassian dua fungsi, yaitu
fungsi fundamental dan fungsi sekunder. Fungsidomehtal media massa adalah:
memberi informasi kepada pembaca secara obyekiifrig apa yang terjadi di
masyarakat, negara, dan dunia; memberi komentaridlitentang berita tersebut
dan mengarahkannya secara lebih fokus; dan menabedlat bagi orang yang
memiliki barang dan jasa untuk beriklan dan mengadangan mereka. Fungsi
sekunder media antara lain: mengkampanyekan prggeg disukai masyarakat
dan membantu mengeliminasi kondisi yang tidak meaggkan; memberi porsi
hiburan melalui berbagai cara seperti ulasan céwtaik, kolom, dan cerita
pendek; dan menjalankan bimbingan terhadap pembUaoa, informasi dan
memperjuangkan hak-hak mereka.

Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengasyarakat. Bahkan
dalam sistem sosial, media massa menjadi salah isatilusi sosial yang
memiliki potensi dan efek yang sangat besar dalahidkipan masyarakat,
sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mgampkenkehidupan sosial
politik. Sekaligus juga sebaliknya, media massa illdmketergantungan
terhadap kehidupan politik. (Arifin, 1992 : 17) kKaj mengenai media massa
senantiasa berkaitan dengan sistem politik, ekonsomsial dan budaya yang

berkembang.

Media massa dalam suatu negara terikat dalamrjgjaistem sosial dan
politik, sebagaimana dijelaskan oleh McQuail (19885-76) sebagai berikut :
Media massa sebagai bagian dari sistem keneganaaka kalangan otoritas
kebijakan negara s¢ciety/natioh akan menentukan mekanisme operasionalisme
media massa dalam menjalankan fungsinya sesuantiegp&n nasional/negara.
Sementara itu pemilik mediangdia ownermemperlakukan media massa sebagai
sarana bisnis, sedangkan bagi para komunikataiateeuwartawan yang ditujuan
adalah kepuasan profesi dan idealisme. Bagi kamangasyarakat tertentu

berupaya memanfaatkan media massa sebagai inktastkekuasaan. Adapun
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regulasi, kebijakan perundang-undangan, peratuesatyran mengenai media
merupakan refleksi keterlibatan kalangan kelas damidominant clasgsdalam
kehidupan media massa. Sementara kalangan masyanaken (sibordinate
clasg mengharapkan media massa mewakili dirinya sebalgaikontrol sosial

dan perubahan.

Bagan 2.1. Jejaring Media

Society / Nation

Dominant Class ‘ Media Owner

Integration Goal-
attainment Contr

Power Profit Status

. /

Mass Work /
Communicators|— Satisfaction
/ Means of
Control or
Access Change

Source of Information,
culture, uses

Subordinate
Class

Volces in Society ‘

Media Audience

(McQuail, 1989 : 75)

Gambaran tersebut menunjukkan dilema media massan deenturan
kepentingan berbagai pihak. Terlebih dalam bidardditih posisi media
seringkali tersubordinat oleh sistem politik yangrlaku. Sistem media massa
sangat tergantung oleh sistem politik yang dikergkan oleh kekuasaan negara.
Oleh karena itu ada banyak varian teori yang maskan penerapan sistem media
massa di suatu negara. McQuail (1989 : 111 — 128)yarikan karakteristik
sistem media massa dalam 6 te®ix(Normative Media Theorigsyaitu (1)

sistem pers otoriterAuthoritarian Theory, (2) sistem pers beba&rée Press
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Theory; (3) sistem pers tanggungjawab sos&bcial Responsibility Thedry(4)
sistem pers sovyetSpviet Media Theojy (5) sistem pers pembangunan
(Development Media Theqry dan (6) sistem pers demokratik-partisipan

(Demokratic-Partisipant Media Theory
1. Teori Pers Otoriter

Teori atau sistem ini diterapkan dalam masyarakadgmokrasi di mana
masyarakat didominasi oleh kekuasaan otoriter pégaekanan. Beberapa prinsip
sistem pers otoriter ini adalah:

- media tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat sauatau
mengganggu kewenangan otoritas yang berlaku,

- media harus tunduk kepada pemegang otoritas kekmasa

- media harus meghindari perbuatan yang menentaagnilgi moral dan
politik dari kalangan dominan atau mayoritas,

- penyensoran dapat dibenarkan dalam upaya menegagkkesip-prinsip
yang dianut,

- serangan/kecaman terhadap otoritas kekuasaan tdmnarkan, dan
setiap penyimpangan terhadap kebijakan formal spetduatan yang
menentang kode moral dipandang sebagai tindak @jdan

- kalangan wartawan dan profesional media tidak mlkimihdependensi
dalam organisasi medianya.

2. Teori Pers Bebas
Sistem ini muncul sejak abad ke-17 sebagai reaftsilontrol penguasa terhadap
pers. Pada masa sekarang sistem ini diterapkamask@s di berbagai negara

terutama yang menganut sistem demokrasi liberadsiprteori ini adalah:

- publikasi harus bebas dari setiap upaya menyeng@arag dilakukan oleh
pihak ketiga.

- Kegiatan penerbitan dan pendistribusian harus kerthagi setiap orang
atau kelompok tanpa ijin dan lisensi apapun,
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- Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau padidikp(dibedakan
dengan kecaman terhadap pribadi, perorangan, atagggan keamanan)
tidak dapat dikenai pidana,

- Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan segamzamehal,

- Publikasi mengenai “kesalahan” mendapat perlindangama halnya
publikasi terhadap “kebenaran” terutama menyanggaehdapat dan
keyakinan,

- Tidak diperlukan pembatasan-pebatasan hukum tephadpaya
pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi,

- Tidak diperlukan pebatasan-pembatasan dalam pewgiri dan
penerimaan pesan di dalam negeri maupun antarnegara

- wartawan harus memiliki otonomi profesional yangtkdalam organisasi
medianya.

3. Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Sistem ini didasarkan pada pemikiran dalam korkelbebasan persTlje
commision of Freedom of The Pregsnerika bahwa sistem “pasar bebas” gagal
memenuhi tujuan kebebasan pers dan tidak mampundoelyi kepentingan
masyarakat luas. Prinsip utama sistem ini adalah:

- media hendaknya menerima dan memenuhi kewajibdantar kepada
masyarakat,

- kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi dengan mekata standar
profesionalisme yang menyangkut keinformasian, Retsn, akurasi,
obyektivitas dan keseimbangan,

- dalam menerima dan melaksanakan kewajiban itu, anbdrus dapat
mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan rkbkgaan yang
berlaku,

- media harus menghindarkan diri dari setiap upaysg ymenjurus pada
tindak kejahatan, kekerasan, merusak tatanan satal menyinggung

kelompok minoritas,
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- media secara keseluruhan harus bersikap plurabistrs merefleksikan
keragaman masyarakat, memberi kesempatan yang santak
mengekspresikan berbagai sudut pandang serta manjartaksananya
hak jawab,

- masyarakat dan publik memiliki hak untuk menuntahdar kinerja yang
tinggi dari media massa, karenanya intervensi ddipanarkan mengingat
media massa merupakan “public good”,

- wartawan dan kalangan profesional media lainnyaabggungjawab

terhadap masyarakat, pemilik media dan pasar.
4. Teori Pers Soviet

Teori ini merujuk pola yang diterapkan di Rusia padasa pemerintahan Uni

Soviet yang lampau. Sistem ini memegang prinsipsguisebagai berikut:

media harus melayani kepentingan dari, dan beratlamdkontrol kelas

pekerja,

- kalangan swasta tidak diperkenankan memiliki media,

- media harus selalu melakukan fungsi positif bagsyaeakat degan cara
melakukan upaya sosialisasi norma-norma, pendidika@nerangan,
motivasi dan mobilisasi yang ditentutan,

- dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, nhediess tanggap
terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak,

- masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakamrhiginnya dalam
upaya mencegah, atau memberikan hukuman setejatingna peristiwa,
publikasi yang bersifat antisosial,

- media harus memberikan pemikiran, dan pandangag jengkap dan
obyektif mengenai masyarakat dan dunia yang sedaapan ajaran
Marxisme-Leninisme,

- wartawan adalah kalangan profesional yang bertargygwab dan
memiliki tujuan serta cita-cita yang selaras den§apentingan utama
masyarakat,

- media harus mendukung gerakan-gerakan progresialdm dan di luar

negeri.
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5. Teori Pers Pembangunan

Sistem ini dimulai tahun 60-an dan menjadi model dirbagai negara

berkembang. Prinsip-prinsip sitem ini adalah:

media harus menerima dan melaksanakan tugas-tugesitif p

pembangunan sesuai dengan kebijakan nasional yitaptan,

kebebasan media perlu dibatasi sesuai dengan tasioekonomi dan

kebutuhan masyarakat akan pembangunan,
isi media perlu memprioritaskan kebudayaan dandahasional,

media perlu memprioritaskan isi berita dan infosmga kepada negara-
negara berkembang lainnya yang memiliki kedekaeoara geografis,

budaya dan politik,

wartawan dan pekerja lainnya mempunyai tanggundjasean kebebasan

dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan dan perkggbeformasi,

demi kepentingan pembangunan, negara berhak umtukdampur atau
mengeluarkan pembatasan-pembatasan, dan pengaperasedia,
melakukan penyensoran, memberikan subsidi, danepeiatjan langsung

dapat dibenarkan.

6. Teori Pers Demokratik-Partisipan

Sistem ini muncul belakangan di negara-negara bd@skeg yang menganut

paham liberal. Penekanan sistem ini pada pembeadayaasyarakat secara

egaliter. Sistem ini muncul sebagai reaksi terhgutda komersialisasi, monopoli

kepemilikan media, sentralisme dan birokrasi lenablaghbaga siaran publik.

Prinsip-prinsip dalam sistem ini adalah:

setiap individu warga negara dan kelompok minoribeshak untuk
memperoleh akses terhadap media, hak berkomunikaght to
communicatg dan hak untuk dilayani sesuai kebutuhan yangekaer

tentukan sendiri.
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- Organisasi dan isi media tidak perlu tunduk padagpedalian birokrasi
negara atau sentral kekuasaan politik,

- Eksistensi media terutama lebih ditujukan untukekgimgan khalayak,
bukan untuk keuntungan pihak organisasi mediagpronal maupun klien

media.

- Organisasi, kelompok, dan komunitas lokal hendakmgamiliki media

sendiri,

- Bentuk-bentuk media yang berskala kecil, interaftéih partisipatif lebih

baik daripada media berskala besar, satu araprdéesional,

- Kebutuhan sosial tertentu yang berkaitan denganian@dak cukup
dikemukakan hanya melalui tuntutan konsumen serafi@idual, atau

melalui negara dan berbagai sarana utama kelemiragma

- Komunikasi terlalu penting jika hanya diserahkanpdda kalangan

profesional saja.

Dari gambaran di atas menunjukkan sistem yang pang berlaku
berkaitan dengan sistem politik yang berlaku ditsuaegara, sekaligus
menunjukkan pola hubungan antara media massa depgarerintah dan
masyarakat. Dalam sistem pers otoritarian, medsssan diletakkan sebagai
pelayan negara, bertanggungjawab terhadap neg@temSpers bebas atau
libertariant memberi perhatian yang besar kepada posisi mastassbagai
kelompok manusia yang berakal sehingga mampu mghkentyang baik dan
buruk, sehingga manusia dipandang memiliki kebebasatuk mencari
kebenarannya sendiri. Oleh karena itu sistem pelsidini memosisikan media
massa sebagai mitra masyarakat dalam mencari kaipenantuk itu kontrol
penguasa harus ditiadakan. Namun sistem ini kemugisga dipandang
membahayakan kebebasan dan demokrasi itu sentkn&&ekuasaan pengelola
media menjadi tidak terkontrol dan menjadi penguasa yang mendominasi

kebenaran di masyarakat.

Sistem pers bebas mendapatkan reaksi hingga muteaul pers soviet

yang bertolak dari Marxisme/Leninisme yang berlakuUnisoviet. Teori Pers
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Soviet ini menganggap pers bebas adalah pers yamngohf keuntungan semata
karena dikuasi oleh kapitalisme dan kaum Borjuianddngan pers soviet
menempatkan pers sebagai alat partai yang berkselsingga hakekatnya sama
dengan pers otoritarian. Bahkan di Soviet mediasmd®mnya milik negara dan
tidak boleh dikuasai perseorang atau swasta. Reaksi yang sebenarnya
pengembangan dari pers bebas adalah teori pergutagjgwab sosial, yakni
upaya membatasi kebebasan pers kepada tanggungjavirdolap masyarakat.
Menurut teori ini, media massa harus menjamin sepibak dapat terwakili
pendapatnya dalam media, dan masyarakat mendapafieamasi yang cukup
untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu lembdiganasyarakat bahkan
pemerintah dipandang boleh melakukan pemaksaak nménjamin hal tersebut

dipenuhi oleh media massa.

Teori pembangunan hampir sama dengan pers tangguatgjsosial, tetapi
pada umumnya pers pembangunan diterapkan olehaibggara berkembang.
Upaya negara untuk memajukan masyarakat melaluibpegunan di segala
bidang menuntut semua sumber adaya dipergunakak kepentingan tersebut,
tak terkecuali media massa. Dalam teori ini, ppnga media di tangan swasta,
tetapi negara mengatur agar media menerima dan ksaslakan tugas
pembangunan posistif sejalan dengan kebijakan malsiiebebasan media massa
dibatasi oleh kepentingan pengembangan ekonomkebauntuhan pembangunan

masyarakat dalam pengawasan negara.

Sedangkan pers demokratik-partisipan menghend&ldldesan pers tetapi
sekaligus menentang adanya komersialisasi dan nobsibp pers oleh swasta.
Teori menekankan media massa yang mandiri dan goof@ dalam
pengelolaannya serta tidak tunduk terhadap penfiandaolitik sehingga semua
anggota masyarakat memiliki akses yang berimbamgkunemanfaatkan media
massa. Teori pers demokratik-partisipan ini mengatan penerima informasi
sebagai fokus yakni terpenuhinya hak masyarakbtdap informasi, sehingga
tidak boleh ada dominasi dalam penyebaran inforrbagt oleh pemerintah,

pengusaha media maupun pemasang iklan.
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Penerapan sistem-sistem pers tersebut berimplikasia perspektif
masyarakat terhadap etika media massa. Perspakphda umumnya muncul
dari kerangka nilai yang dikembangkan di masyarakanana nilai-nilai tersebut
juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik yarigeibangkan atau berkembang
di masyarakat. Bangsa Indonesia telah mengalarjalpean sejarah panjangnya
sebagai bangsa dan negara dengan segala situasmyasuk sistem politik.
Media massa di Indonesia pun mengalami riwayata®jya yang erat berkaitan
dengan sejarah perpolitikan di negara ini sejakpergajahan Belanda hingga era

reformasi sekarang ini.

B. DINAMIKA MEDIA MASSA DALAM DEMOKRASI DI INDONESI A

Perjalanan panjang bangsa Indonesia sebagai saragsdy tidak lepas dari
peran penting media massa yang turut hadir di dafamDinamika perjuangan
pada masa kemerdekaan hingga masa pembangunanrdentigkvasa ini, media
massa pun turut dalam dinamika pasang naik damgasaut demokrasi bangsa
ini. Sejak awal berdirinya negara republik Indoaesii, para pendiri bangsa ini
telah menyadari pentingnya membangun demokrasi gasgngguhnya melalui
partisipasi politik rakyatnya. Salah satu salurangyterpenting dalam partisipasi
politik ini selain partai politik adalah keberadaaredia massa. Bahkan jauh
sebelum kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan, anethssa telah ikut serta
mendampingi pergerakan kemerdekaan. Pada masaisgveémokrasi liberal,
demokrasi terpimpin, era orde baru hingga era medisr, keberadaan media massa
tetap menjadi adalah satu pilar kehidupan berlzadgs berbegara yang penting.

B. 1. Media Massa dalam Kancah Perjuangan Kemerdelan

Media massa telah turut berperan dalam rentangap@njsejarah
Indonesia, bahkan ia hadir sebagai bagian dariradejdbangsa itu sendiri.
Keberadaannya mengalami dinamika saling pengaruh talibat dalam

perubahan sosial politik bangsa ini. Terlebih astupolitik negara ini yang
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mengalami gelombang pasang naik dan surut ikut reaggruhi pola, trend, dan

perkembangan media massa.

Tidak dipungkiri embrio kebangsaan modern bangdariasia ini terlahir
dari para intelektual cendikia yang tumbuh di alpamjajahan Belanda. Para
perintis kebangsaan yang bernama Indonesia irh talenggunakan media massa
untuk melakukan penyadaran-penyadaran politik dak-hHak bangsa kepada
rakyat Indonesia yang terbelenggu dalam penjajafi@nutama sekali adalah
upaya penyadaran kepada rakyat Indonesia sebagiai bangsa yang senasib,
sepenanggungan, dan sebangsa sehingga menumbicengkitan nasionalisme
bagi rakyat Indonesia yang saat itu tengah di alpemjajahan. Oleh karena itu
media massa telah menjadi alat perjuangan, terl@litla saat perjuangan
kemerdekaan ini dilakukan melalui jalur organisasig dimulai sejak berdirinya
Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908.

Memang tidak semua media masa saat itu pro-kemaadekmengingat
media massa saat itu juga banyak yang merupakaramecherintah kolonial.
Tentu saja media kolonial ini memiliki peluang untoerkembang paling baik
karena didukung oleh kekuasaan pemerintah penj&alain itu, juga terdapat
media massa yang memang murni pengusaha terutangusada Cina yang
berada di antara media massa perjuangan dan meaankolonial.(Taufiq,
1977:17)

Media massa yang pertama kali terbit di negeri tedta ini adalah surat
kabar yang diterbitkan oleh penerbitan pemerint&CVpada tahun 1615 atas
perintah Jan Pieterzoon Coen, gubernur jenderaanBel di Indonesia yang
bernamaMemorie der NouvelleqTaufig, 1977:24) (Adam, 2003:&edangkan
media massa nasional dalam pengertian dimiliki deenjadi alat perjuangan
bangsa Indonesia baru di mulai setelah tahun 1804 paat pemerintah Belanda
menerapkan politik etis untuk menarik simpati magmjahannya. Di antara
dampak positif politik etis tersebut adalah  rakymibumi untuk diberi
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, meskigsthreangat terbatas yaitu
kalangan priyayi.



37

Tonggak penting dalam sejarah pers Indonesia damcuhwa kesdaran
keindonesiaan adalah pada saat RM. Tirto Adhi Soengnggalang para priyayi
membentukSarekat Priyayiyang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi
anak-anak pribumi di Jawa. Salah satu usahanyaladaénerbitkan surat kabar
sebagai organ organisasi yang bern&meaan Prijaji yang terbit 1 Januari 1907.
Setelah itu, mulailah babak baru dalam sejarah ppelsnesia yaitu perubahan
orientasi kepada upaya penyadaran keindonesiaanmA@003: 302) Hal ini
karena pekerjanya baik para wartawan maupun pehgoga pada umumnya
adalah orang-orang yang tergolong aktivis pergergkada masa itu. Di antara
media tersebut adalaharian Budi Utomoyang diubah namanya menjag8iéedio
Tomopada bulan Juni 1920 di Yogyakartdarian Darmo Kondodi Solo yang
dipimpin Sudaryo Cokrosisworo dan Wongsonegoro SH.Jakarta berdiri
Harian Fadjar Asiaoleh H. Agus Salim, di Surabaya H.O.S. Cokroaminoto
mendirikanHarian Utusan Hindia Selain itu juga terdapat majalah mingguan dan
berkala antara laiRikiran Rakyatdi Bandung didirikan oleh Ir. Soekarno sebagai
suara Partai Nasional Indonesia (PNDgaulat Rakyatdan Kedaulatan Rakyat
dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Sjahfersatuan Indonesia
didirikan oleh Amir Sjarifuddin, Muhammad Yamin, d&artono dari Partindo,
Bintang Timuroleh Parada Harahap, dan lain sebagainya.(Ta#y,: 24§

Sedangkan pers yang terbitkan oleh kelompok Istampai tahun 1942
tercatat kurang lebih 25 media yang tersebar hadigemua wilayah Indonesia.
Penerbitan media massa ini dilakukan oleh organtsganisasi Islam. Di
antaranya adalalsaro Tamadidirikan oleh Syarekat Dagang Islam (SDI) di
Surakarta tahun 191&oeara Kitadari Sarekat Islam di Malang tahun 1921,
Rosia Alamoleh Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 19Bfam oleh Djemaat
Ahmadiyah Qadian di Padang tahun 1934, dan sebagéhssegaff, 1993 : 4-6)

* Meskipun demikian, jauh sebelum pers atau mediasm perjuangan tersebut, media
massa yang menggunakan bahasa anak negeri gefatirdimulai pada tanggal 25 Januari 1855
dengan diterbitkannya majalah berbahasa Jmemartaniyang didirikan oleh C.F. Winter Sr.
dan Gustaaf Winter di Surakarta. Gustaaf Wintedaptahun 1855 tersebut juga mencetak
penerbitan berkaldPoespita Mantjawarna Sedangkan media massa yang berbahasa Melayu
sebagai embrio bahasa Indonesia pertama yangitkterladalatSoerat Kabar Bahasa Melaijoe
yang terbit perdana 5 Januari 1856 di SurabayaapA®003: 31-32) Berbagai media massa pada
masa-masa ini masih berorientasi pada bisnis rivder dan belum menyentuh wilayah politik
perjuangan nasional.
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Oleh karena berada dalam situasi penjajahan, makalah yang dihadapi
oleh media massa perjuangan saat itu tentu sajahadikap represif pemerintah
Belanda melalui ancamdpersbreidel OrdonantieDengan regulasi yang ketat,
terlebih dengarPersbreidel Ordonantiepemerintah Hindia Belanda mempunyai
hak untuk memberangus surat kabar-surat kabar Imeaerindonesia yang
dipandang berbahaya bagi kedudukan pemerintahamikb(Taufiq, 1977: 24)
Pemerintahan Hindia Belanda telah memiliki Undandang Pers pada tahun
1856 yang memberi hak kepada pemerintah membentattanb sensor
pers.(Adam, 2003: 23-24)

Persoalan kebebasan pers inilah yang menjadi kersidaligus jalan
yang pasti dilalui media massa pribumi, terlebilelsdn tahun 1908 tonggak
nasionalisme ditegakkan melalui penyadaran keirglaae oleh organisasi-
organisasi perjuangan. Media massa pribumi  mergkd perjuangan untuk
menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus menyadanrekyat Indonesia
terhadap eksistensinya sebagai bangsa yang jugailiknenak untuk bebas
merdeka berhadapan dengan pemerintah Hindia Belgadg menginginkan
statusnya aman sebagai pemerintahan kolonial. 8alanenjadikan politik
sebagai alat pengekangan terhadap pers, namun jekéman politik ini menjadi
daya dorong pertumbuhan pers perjuangan. Perasasionalisme Indonesia;
dorongan untuk merdeka dari Belanda, yang membmondan kepada pers
Indonesia.(Hamad, 2004: 61) Dalam perjuangannya yeierkan cita-cita
kebangsaan inilah, aktivis pers pribumi dengan imedassanya menjadi
pendorong perjuangan kemerdekaan. Antara mediaan@sguangan tersebut
dengan rakyat yang memiliki kesadaran keindonasiz@atemu dalam wadah
cita-cita kemerdekaan. Dalam masyarakat yang éérjanedia massa menjadi
parlemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi yarkgmukakan secara

langsung kepada pemerintah kolonial.

Demikian juga pada saat bangsa Indonesia dijajah depang, media
massa memiliki pran besar dalam menyampaikan irdsrnperjuangan dan
kesadaran politik rakyat. Meskipun pada awalnyaerka janji-janji Jepang di

awal-awal pendudukan dengan sembokaia Timur Raya semua orang dipaksa
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untuk mendukung pemerintahan Jepang, tak terkekeldmpok media massa.
Bahkan pada masa ini berdiri surat kabar yang rdergkat bagi pemerintah
Jepang seperthsia Rayadi Jakarta,Sinar Barudi SemarangSuara Asiadi
SurabayaTjahajadi Bandung dan sebagainya.(Taufiq, 1977: 32) Nasaialah
paham maksud licik Jepang, di bawah tekanan yargsldan kejam pemerintah
Jepang, para wartawan berusaha mengguanakan kéarrgpag ada untuk tetap
mengobarkan semangat nasionalisme, sehingga tiffgeulawanan yang tak
nyata” terhadap tentara Jepang.(Taufiq, 1977: 3@)kBn upaya Jepang untuk
menarik perhatian rakyat Indonesia dengan membdatukaga-lembaga politik
dan juga lembaga pemberitaan, dimanfaat oleh mardilda bangsa Indonesia ini
untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Daligieany media massa, para
wartawan terutama yang tergabung di kantor bekitéara, yang pada saat
penjajahan Jepang tersebut diberi nddamej disediakan oleh Jepang fasilitas-
fasilitas yang tidak pernah didapat saat penjajaBelanda.(Taufiq, 1977: 34)
Dan perjuangan media massa Indonesia dalam bpetidwanan yang tak nyata

ini berlangsung sampai akhirnya bangsa Indonesiyatekan kemerdekaannya.

B. 2. Media Massa di Era Pers Merdeka (1945 — 1950)

Pada saat bangsa Indonesia memproklamirkan kensemdeya 17
Agustus 1945, maka peranan media massa Indonesi@dngararel dengan
perjuangan rakyat Indonesia untuk mendirikan danmpegkuat Republik
Indonesia yang baru lahir tersebut. Bahkan dalgraya mempertahankan
kedaulatan republik ini, banyak wartawan yang setaeéncari dan menulis berita,
juga turut bertempur di front depan. Terutama a@dalpaya para wartawan
pejuang untuk merebut fasilitas-fasilitas penyiarahk Jepang. Tidak hanya itu,
media massa juga masih berhadapan dengan pihal, asitu Belanda yang
menginginkan untuk kembali menguasai Indonesiaamahal ini media massa
nasional saling membahu untuk melakukan perlawasdradap agresi Belanda
dengan membentuk opini-opini perjuangan dan dukungepada Republik
Indonesia. (Taufiq, 1977: 36-37)
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Segera saja bermunculan media massa — media massawal
kemerdekaan tersebut, di antaranya kantor b&dmei dikembalikan menjadi
Antara, kemudian di Jakarta tertiterita IndonesiaPelopor, Merdeka, Sumber,
Pemandangardan Pedoman di kota Medan muncuWaspada di Surabaya
Berita, Suara Merdekai Bandung, di Yogyakarta berdikedaulatan rakyat
Patriot, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembangnya betbagalia massa ini
tidak lepas dari keluarnya seruan Menteri PenerajaAmir Sjarifoeddin bulan
Oktober 1945 , bahwa pers harus merdéRafin, 1992: 42) Dalam bidang
politik, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Penmtgh no.X tanggal 3
November 1945, yang memberi kebebasan bagi rakyak unendirikan partai
politik sebagai bagian dari pilar demokrasi Republndonesia yang baru
berdiri.(Taufig, 1977: 40) Keberadaan partai-garpolitik ini semakin
menjadikan perkembangan pers nasional semakin dirdan kompleks.

Situasi demokratis yang tengah dibangun dalam malsya Indonesia
masih sangat muda sekaligus yang plural ini teenpatdampak pada munculnya
politik aliran dalam bentuk partai. Kelompok Islamembangkitkan kembali
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang men dilarang pada masa
Jepang, kalangan sosialis mendirikan Partai Sesiadonesia (PSI), Partai
Komunis Indonesia (PKI), sedangkan kelompok nasi®nmaendukung Partali
Nasionalis Indonesia (PNI). Bahkan tahun 1954, unén buku Kepartaian dan
Parlementaria Indonesia yang diterbitkan DeparteR@rerangan RI, partai yang
ada di Indonesia dikelompokkan dalam tiga kelom{ia&sar dan Aliran Politik)
yaitu dasar kebangsaan (13 partai), dasar keagar(@gpartai) dan dasar
sosialisme (4 partai).(Arifin, 1992: 37) Dari si81 yang demikian ini tidak dapat
dielakkan muncul perbedaan kepentingan dan partgah di antara partai

politik.

®« _..Pikiran masyarakat umum, publik opiniosid), itulah sendi dasar pemerintah yang
berkedaulatan rakyat. Di samping beberapa carakumenyatakan dan mengeluarkan pikiran
umum. Seandainya dalam perwakilan rakyat ada satg t{erpenting dalam masa sekarang ialah
secara persuratkabaran. Maka tidak asing lagi aebpers sebagai ‘raja dunia’. Tetapi pers yang
tidak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran rasslyat; hanya pikiran dari mereka yang
berkuasa saja. Maka azas kami ialah: ‘pers haruslake’...”. (dikutip dari lampiran dalam
Arifin, 1992: 122)
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Atmosfer politik aliran inipun turut mempengarurerkembangan media
massa nasional, oleh karena partai-partai poldikyak yang menggunakan media
massa sebagai organ dan pembentuk opini politiekae Di samping tentu saja
pemilik dan pekerja media massa juga mememilikiekelerungan politik
tertentu, misalnyaSuara Umatberafiliasi dengan MasyumiSuara Ibukota,
Bekerja dan Bangunyang didirikan oleh kalangan sosialis, jugdedaulatan
Rakyatyang berpihak pada kelompok Nasionalis.(Taufiq,719/) Pertentangan
kepentingan ini seringkali membuat media massa gotuk bersikap independen

dan bersikap netral.

B. 3. Media Massa dalam Era Demokrasi Liberal (1950959)

Sistem pers merdeka diperkuat lagi dengan berlakumdang-undang
dasar Semenetara (UUDS) tahun 1950 yang menandaia nad@mokrasi
parlementer.(Arifin, 1992: 43) Pada masa ini pdesoalengan Belanda telah
selesai dengan pengakuan kedaulatan Republik Is@doneleh pemerintah
Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deaalg, Belanda tahun
1949.(Taufig, 1977: 46) Penguatan demokrasi mexcapncak demokrasi
liberal dengan memberi peran kepada parlemen (DRReSBtara) sebagai
legislatif yang memiliki hak mengontrol penuh eksigk(kabinet). Hal ini berarti
pula pengakuan eksistensi terhadap kekuatan daan peartai-partai politik
menjadi sangat besar, namun sekaligus berpoteasimmbulkan konflik antar
partai dan kekuatan politik. Demikian juga halmgngan perkembangan media
massa pun menganut asas liberalisme, di mana medisa baik yang berafiliasi
dengan partai polittk maupun pers umum menjadi abeldari kontrol

pemerintah.(Arifin, 1992: 44)

Namun keadaan ini menjadi paradoks bagi perkemipangadia massa,
oleh karena dalam masa liberalisme politik ini yata Republik Indonesia belum

memiliki Undang-undang yang mengatur tentang peas @nedia massa.
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Akibatnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHRgngenai tindak
pidana pers dapresbreidel ordonantigang disusun Belanda tahun 1931 tetap
diberlakukan. Baru pada tahun 19p¥esbreidel ordonantidicabut melalui UU

no.23 tahun 54 karena bertentangan dengan pasdlD$ 1950.

Peran serta politik rakyat yang sangat tinggi dabekasan pers yang
sangat luas nampaknya dipandang pemerintah malafjagdnebumerang bagi
perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini akibat seyagerjadi ketidakstabilan
politik, serta munculnya berbagai konflik dan lgjsyang juga tidak lepas dari
kebebasan pers yang turut mempertajam konflik. Hetab kemudian
menyatakan keadaan darurat peraStpdt van Oorlog en BeledOB) yang
memebri kewenangan kepada militer untuk mengawaekidkpan politik dan
mengontrol media massa demi ketertiban dan keamdtata masa ini banyak
surat kabar dan majalah yang mendapat perlakuas kian dibredel oleh otoritas
militer, terlebih pada tanggal 1 Oktober 1957 PasguPerang Daerah (Peperda)
Jakarta Raya mewajibkan semua pers harus memiuiat $in Terbit (SIT) dan
kemudian diberlakukan secara nasional di selurwlodasia ada tanggal 12
Oktober 1960 oleh Penguasa Perang Tertinggi. Raratuni menandai
berakhirnya masa pers merdeka, dan pekerja perandantanggal 1 Oktober
1957 tersebut sebagai hari matinya kebebasan piensath air. (Arifin, 1992: 45)

Seiring dengan berakhirnya masa demokrasi liberahjadi demokrasi
terpimpin setelah presiden Sukarno menyudahi knsbtik di Konstituante
dengan mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 1RBO yang menyerukan

kembali kepada UD 1945 dan Pancasila serta pemdnulbanstituante.

Akhmad Zaini Abar menunjukan data pembredelan pasional sejak

1957 sampai masa transisi Ode Baru tahun 1965 (AB&B: 60)

® Selain karena kebebasan pers yang dipandangitéblatal, munculnya keadaan darurat
perang atau SOB ini juga dilatar belakangi banyakmyaya pemberontakan di antaranya adalah
pemberontakan PRRI-Persmesta tahun 1957 dan kelmgalitik, sosial dan ekonomi negara di
mana pers dan media massa turut di dalamnya, gghipgmerintah memberlakuan SOB, yang
akibatnya menjadi sangat fatal bagi kehidupan mexdissa di tanah air.(Taufig, 1977: 52)
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Tabel 2.1 Tahun-Tahun Kejam Pembreidelan Pers Nalsi®57-1965

Tahun 1957 32 buah
Tahun 1858 24 buah
Tahun 1959 38 buah
Tahun 1960 34 buah
Tahun 1961 14 buah
Tahun 1962 2 buah
Tahun 1963 1 buah
Tahun 1964 2 buah
Masa Orde Lama (Pebruari 1965) 28 buah
Masa Transisi Orde Baru (Oktober 1965) 46 buah

B. 4. Media Massa di Era Demokrasi Terpimpin (196965)

Sistem politik di Indonesia menjadi politik demagiraerpimpin ditandai
dengan Dekrit Presiden 1959 yang pada awalnya rakampupaya rekonstruksi
terhadap segala kekacauan dan krisis politik yaitiitesa terhadap sistem politik
liberal sebelumnya. Politik aliran ditekan denga@mbangun ideologi persatuan
Revolusi dan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunigmun sebenarnya
gagasan ini pun tidak benar-benar behasil. Demgangembalikan konstitusi
negara ke UUD 1945, maka kekuasaan presiden kemiaiiadi sentral sebagai
kepala negara dan pemerintahan. Untuk mengamakédaijakan politik ini,
maka presiden membatasi kekuatan-kekuatan poléiakyatan, bahkan partai

yang menentang seperti Masyumi kemudian dibubarkan.

Demokrasi terpimpin menjadi acuan segala senddkglain berbangsa dan
bernegara, termasuk juga kehidupan pers dan medissan Pada era ini
diterapkan sistem pers terpimpin yang hakikatnyaladdpers otoritarian.(Arifin,
1992: 46) Dalam sistem demokrasi terpimpin ini igioglan perana pers
digariskan secara tajam dalam rangka kehidupaalspsiitik. Dalam ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR&)tabun 1960, digariskan
bahwa media massa berfungsi untuk memperkuat upaharangan sebagai
media penggerak rakyat dan massa revolusioner.
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Untuk mendukung hal tersebut tanggal 12 Oktober01%8esiden
Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertimggigeluarkan peraturan
no.10/1960 tentang ijin terbit terhadap surat kadban majalah, kemudian
Menteri penerangan mengeluarkan surat keputus&@9/siK/M/1965 mengenai
Norma-Norma Pokok Perusahaan Pers dalam RangkaifsanbPers Indonesia
yang mewajibkan semua media massa memiliki gandkkpada salah satu
kekuatan sosial politik (partai politik, organisasassa, pancatunggal). (Arifin,
1992: 48-49) Selain itu penguasa perang tertingga jmengeluarkan peraturan
no.3 tahun 1960 tentang larangan penerbitan péasmdaahasa asing, khususnya
Cina, sehingga beberapa koran Cina mengubah namagryjadi nama Indonesia
untuk mendapatkan ijin. Peraturan no.2 tahun 196feakankan percetakan pers
sebagai alat untuk menyebarluaskan manifesto lgotiin Dekrit Presiden no.6
tahun 1963 tentang tugas pers untuk mendukung ktesiderpimpin.(Ermanto,
2005: 17)

Sementara itu pers lainnya menjadi lesu, pers yJaargfiliasi ke PKI
seakan-akan mendapatkan angin, karena partai detaypalu dan arit merah ini
tengah dekat dengan presiden Soekarno. Akibatnyecwhpertentangan media
massa antara yang berpihak kepada PKI dan yangmamgePKI. Kelompok
media massa anti-PKI kemudian mendirikan Badan #Hendy Soekarnoisme
(BPS) yang dipimpin oleh Adam Malik dan BM. Diarergjan pendukung Surat
Kabar Pikiran RakyatBandung,Suara Merdeka&SemarangKedaulatan Rakyat
Yogyakarta dan sebagainya. Sedangkan di pihak PidapatHarian Rakyat
Suluh Indonesia, Nintang Timwtan sebagainya. Atas desakan pihak media
massa PKI akhirnya Presiden Soekarno bersikap mgemkan BPS, melarang
aktivitas BPS, dan mencabut ijin terbit semua pater yang tergabung dalam
BPS.(Ermanto, 2005: 19)

Ketatnya berbagai peraturan tentang media massakedadakpastian
politik akhirnya membatasi peran masyarakat, khyguslalam usaha penerbitan
sekaligus memantapkan media massa dalam menjalatdaggungjawab
politiknya yaitu menjadi alat bagi kekuasaan. Gdebab itu pada masa ini peran

politik dan kontrol media massa menjadi lemah bahkenjadi bagian dari alat
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penguasa untuk menjalankan politiknya. Media magsag tidak menaati
peraturan-peraturan tersebut akan mendapat tekaahkan dibreidel oleh

penguasa.

Seiring dengan kejatuhan Presiden Soekarno set@igtinya peristiwva
30 September 1965 yang melibatkan PKI dalam pérmuldan pembunuhan
beberapa Jenderal AD, maka berakhir pula era dersokerpimpin atau orde
lama, dan berganti dengan orde baru yang mencobarapkan sistem demokrasi

yang berbeda dari pendahulunya, yaitu demokrasigsa.

B. 5. Media Massa di Era Demokrasi Pancasila (19661998)

Pemerintahan orde lama dengan demokrasi terpim@indipandang
merupakan bentuk otoritarianisme kekuasaan, makaaski orde baru segera
terlihat nuansa kebebasan, pembaharuan politik kid@rbukaan berpendapat.
Hubungan antara pemerintah dengan media massa past&intahan otoriter
terlihat sangat dekat dan mesra. Kebangkitan nmadssa didukung sepenuhnya
oleh ketetatapan Siang Umum MPRS [V tahun 1966 yaegyatakan kebebasan
pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakannsenegakkan kebenaran
dana keadilan, bukanlah kebebasan dalam arti libera Kebebasan pers
berkaitan dengan keharusan adanya pertanggungjay@&baanto, 2005:20)

Produk undang-undang tentang pers pun diwujudkdandaJU no.11
tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pPekem UU ini  dinyatakan
bahwa pers Indonesia tidak dikenakan sensor danbigédelan. Pers Indonesia
secara konseptual disebut pers bebas dan bertagjgga, serta menjadi alat
perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Olelkneaitu di dalamnya juga
terdapat larangan bagi pers untuk bertentangaraddPgncasila seperti menganut
faham Marxisme-Leninisme.(Arifin, 1992: 51) Perdas dan bertanggungjawab
tersebut semakin dikukuhkan dengan UU no.21 taHi8? Xentang Pers, dan
Tap MPR no.lV tahun 1973 serta tap MPR no.lll tal982, yang menegaskan
pers yang sehat adalah pers yang dapat menjaldnkgsinya sebagai penyebar

informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosiahg konstruktif, menyalurkan
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aspirasi rakyat, dan menyebarluaskan aspirasikdarunikasi masyarakat. Di
sini kebebasan ditekankan pada kebebasan dale@mgka menjalankan fungsi

pers sebagai subsistem kehidupan berbangsa daegbear(Arifin, 1992: 66)

Oleh karena itu kebebasan dan tanggungawab sedmabh ditempatkan
dalam kerangka yang seimbang dan serasi. Darkesmbasan, pers Indonesia
bebas untuk menjalankan kontrol, kritik, dan korekang konstruktif. Di
samping itu pers Indonesia tidak dikenakan sensor gembreidelan. Sebagai
imbangan kebebasan tersebut, pers Indonesia dikertakggungjawab nasional
dalam rangka menjalankan fungsi, kewajiban dangek, seperti melestarikan
dan memasyarakatkan Pancasila, memperjuangkankspean amanat
penderitaan rakyat berdasarkan Pancasila, menggalorpengabdian nasional

dan menggairahkan partisipasi rakyat dalam pemlyerg(Arifin, 1992: 67-69)

Dorongan yang lebih besar ke arah tanggungjawddhitygang kemudian
menjadi dalih bagi pemerintah untuk memaksakanu&skannya ke dalam peri
kehidupan pers dan media massa. Itu sebabnya kaEsmegers dan pemerintah
tidak berlangsung lama, karena penguasa Orde Banuspgera mengulang
penguasa sebelumnya mengembangkan sikap arki-kian represif untuk
melindungi kepentingan kekuasaannya.(Sudibyo, 1989) Meskipun ada
ketentuan tidak dikenakan sensor, tetapi dalamaeaaypnya media massa ditekan
untuk melakukanself cencorshipyang ketat. Paradigma Pers Pancasila atau
pembangunan ini mengharuskan diri untuk mengekatalidan mengontrol
format dan nada penyajian berita sehingga suatunvasi sampai ke masyarakat

tanpa menyebabkan suatu eskalasi krisis.(Sudil9g9:158)

Terlebih ketentuan tidak dikenakan breidel, dal&enyataannya,
pemerintah tetap menggunakan jalan breidel untukyslesaikan persoalan
dengan pers yang dipandang kontra-pembangunan.a-Passtiva Malari
(malapetaka 15 Januari) 1974, terdapat 12 surairkddn majalah dibreidél,

serta beberapa wartawannya ditahan dan dimasukiddam penjara tanpa proses

" Mereka adalah surat kabidusantara, Kami, Indoensia Raya, Abadi, The Jakaimaes,
Pedoman, Mingguan Wenang, Pemuda Indoensia, Mingdtkspres semuanya di Jakarta. Di
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pengadilan karena dipandang mendukung demonsti@dsasiswa. Tahun 1978,
sebanyak 7 media massa dilarang terbikarena pemberitaannya dianggap
bertentangan dengan kebjiakan pemerintah.(Atmalmkakuy 1981: 3, 27) Itu
sebabnya Atmakusumah mencatat, pers sebagai kekomteal pada masa ini
tidak lagi memiliki ruang gerak yang leluasa darpalag untuk mampu
mendesakkan gagasan dan sikapnya. Kebebasan gakddagi didasarkan pada
keyakinan dan idealisme pers itu sendiri, melainkamat tergantung pada
batasan-batasan yang diberikan pemerintah berdesagia yang dianggapnya
sebagai kepentingan keamanan dan ketertiban.(Asnakah, 1981: 1)

Pada akhirnya pers berusaha beradaptasi dengajakieebipemerintah
yang memberikan prioritas kepada proses pembangun&engan
mengembangkan kompleksitas yang tinggi dan seplaaindeologi serta struktur
konstitusi yang sangat efektif, menjadikan Panaasébagai struktur ideologi
yang diterapkan di semua bidang, sebagaimanahdertialam konsep-konsep
yang dibangun seperti ekonomi Pancasila, demolPasicasila, dan lain-lain,
termasuk dalam bidang media massa diterapkarigtdas Pancasila. (Musyafak,
2001 : 163) Kebebasan pers tidak berdasarkan &eptohdar internasional,
melainkan berdasarkan pada interpretasi pemerimilalui kontsuksi ideologi

Pancasila atas nama kepentingan nasional dan pgonzm

Perkembangan media massa dalam fungsi kontrolrigahadap politik
dan kekuasaan pada masa Orde Baru menurun. Medsarhanyak yang tiarap
menghadapi berbagai kebijakan politik dan pembaaguoleh pemerintah.
Namun di sisi lain, media massa pada masa pernbhangmemperoleh
momentum di bidang lainnya, yaitu bidang industerkembangan teknologi dan
dorongan pembangunan membawa media massa kenahadtrialisasi media.

Wajah media massa pada masa ini muai beralih dgahndealis menjadi wajah

Surabaya hariarSuluh Berita Mingguan Kampus Mahasiswa Indonesidi Bandung, dan
Mingguanindonesia Posli Ujungpandang/Makasar.

8 Semua berada di Jakarta, yaiiompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The
Indonesia Times, Sinar Pagtan Pos Sore Selain 7 media ini, juga sedikithya 7 media
mahasiswa turut dibredel, yaifalembadan Tridarma di JakartaKampus, IntegritasianBerita
ITB di BandungMuhibahdi Yogyakarta, darspirasidi Palembang.
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kapitalis, di mana media massa menjadi alat kepgati ekonomi para kapitalis,
pemilik modal dan pengelola media. Media massa damgnjadi ruang transaksi

dibanding sebagai ruang artikuasi.(Subhan, 20283: 8

Hal ini memang didorong oleh kebijakan pembanguoatie baru,
terutama melalui peraturan tentang Surat ljin ds@anerbitan Pers atau SIUPP
yang diamanatkan dalam UU Pokok Pers no.21 tah@2.19Dengan aturan
SIUPP ini pengelolaan media massa tak ubahnya digmgmgelolaan bisnis dan
menimbulkan kelompok-kelompok perusahaan media ymrghodal kuat yang
memmapu untuk membeli SIUPP baru maupun membelPBIbhedia lain yang
kekurangan modal. (Hamad, 2004: 64) Maka ideobzgu jurnalistik adalah
istilah layak jual bukan laglayak muat Perlahan tapi pasti orientasi pemberitaan
berubah dari orientasi informatif-jurnalistik keahr selera khalayak. Kriteria-
kriteria yang menonjol dalam representasi mediasmaslalah apa yang laku atau
tidak laku untuk dijual, sehingga kadar pengarulargam redaksi untuk
menentukan penting tidaknya suatu berita menjadiubang. Kalau di awal-awal
Orde Baru, kontrol terhadap pers adalah kontroltikolan keamanan, maka
sekarang ini peringatan atau anjuran datang dagysaha dan swasta, yang tentu
saja bukan mewakili kepentingan masyarakat bangtpi untuk kepentingan
bisnis mereka.(Sudibyo, 1999: 67)

Namun demikian, idealisme pers perjuangan untukako&an fungsi
jurnalistiknya yang diantaranya sebagai kontroliadodan politik juga masih
dimiliki oleh beberapa media massa di era Orde Baeskipun tentu saja tetap
berada dalam pengawasan pemerintah atas nama laamiegtertiban dan
pembangunan. Aturan tentang SIUPP memberi jalamdeepemerintah untuk
melakukan tekanan terhadap media massa melalumamc@encabutan SIUPP
yang berarti pembreidelan. Media masaa yang dgganthengganggu ketertiban,
menghalangi jalannya pembangunan akan dicabuttejibitnya. Sebagaimana
yang terjadi pada peristiwa pembredelan tahun 1884 majalahTempo, Editor
danDeTIK. Pembredelan itu menjadiarning bagi media lainnya untuk tidak

bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun seksligenunjukkan bahwa pada
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masa industrialisasi media ini, masih ada keingingdia untuk menjalankan
fungsi pers yang ideal di antaranya melakukatikksbsial dan kontrol terhadap
kekuasaan, meskipun berat. Pers berkeinginan umavkujudkan fungsi sebagai
katarsis rakyat dalam menyalurkamneg-uneg ketidakpuasan, protes dan
komentar, tetapi disisi lain dituntut untuk berperaebagai alat penyampai
kebijakan dan program pembangunan dari pemerintalalun regulasi yang
mengikat. Dengan kata lain pers tunduk pada sigins, dan sistem pers tunduk
pada sistem politik.(Nurudin, 2004: 83)

B. 6. Media Massa di Era Reformasi (1989 — sekargi

Kran kebebasan pada saat awal reformasi membtmtupaim menjadi
lebih berani, lebih kritis terhadap kekuasaan,Helbiampu menampilkan berita
yang aktual dan hangat. Era reformasi menjadi lahavur bagi tumbuh dan
berkembangnya media, oleh karena lahan pers yamgats&ondusif seperti:
keterbukaan, kebebasan dan industrialisasi-kegaital Dengan tumbuhnya
berbagai media massa, idealnya khalayak memiliksekgatan untuk
mendapatkan banyak pilihan informasi. Liberalisadustri pers diharapkan akan
menciptakan situasi kompettitif antarmedia dalarmmyagkan informasi sebaik
mungkin kepada khalayak dan akan berdampak pbaigif ‘kebebasan” memilih
informasi. (Sudibyo, 2001 : 17)

Kebebasan pers yang menjadi salah satu buah deakage reformasi
menambah rasa aman bagi para pengusaha, karenanaithd lembaga SIUPP
dicabut oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah samasmerintahan BJ.
Habibie dan pada masa pemerintahan Presiden Albdoara\Wahid, Departemen
Penerangan dihapus. Maka industri media di Indarmegndapatkan kebebasan
yang seluas-luasnya, terlebih dengan UU no.40/189kanisme kontrol

sepenuhnya berada dalam mekanisme pasar. (Hantad,6%)
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Dalam UU no.40/1999 disebutkan :
Pasal 3

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media irgsirnpendidikan, hiburan dan

kontrol sosial.

(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), persioral dapat berfungsi sebagai

lembaga ekonomi.
Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi wargarhle

(2) Terhadap perusahaan pers nasional tidak dikenakayepsoran, pemberedelan atau

pelarangan penyiaran.
Pasal 9

(1) Setiap warga Negara Indonesia dan Negara benbaklirikan perusahaan pers.

Era ini pada akhirnya menumbuhkan pers-pers umupagseé sebuah
industri. Dengan orientasi sebesar-besarnya nibandtsial berita, pers umum
mengubah hubungan antara medianya dengan massgydtafa yang semula
adalah hubungan politis menjadi hubungan produdsidia tidak lagi menjadi
wahana masyarakat melakukan artikulasi kehidupasialspolitiknya, tetapi
menjadi wahana transaksi yang komersiil. (SubkB8603 : 82) Kebebasan yang
identik dengan liberalisme bagi media massa doredia pada era ini justru
mendorong media melakukan korupsi dan bias mekanmamar, kebebasan pada
kenyataannya banyak menghambetedom to publish media menjadibig
bussinesyang dapat dipermainkan oleh beberapa elit kapitéliuwarso, 2006:
118)

Reformasi media pasca-1998 yang diharapkan mengmdiga dorong
demokratisasi malah tidak tercapai, karena kebebasa reformasi malah
memunculkan media-media massa yang partisan, mekarakepentingan dan
versi para pemiliknya, dan berupaya menghabisiap@itiknya. Peralihan dari
era state regulationmenuju market regulationmenjadi sebuah dilema bagi
perkembangan media massa di Indonesia.(Sudibyd, 2@6) Dalam penelitian

yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap media cditakindonesia, akibat
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kelonggaran regulasi negara dengan pencabutanugeratentang STT dan
SIUPP, memunculkan fenomena koran kuningliow Journalisry) di mana
nilai-nilai sensasional menjadi fokus utama untukorgolkan dibandingkan
berita-berita faktual. Dalam kasus ini Media cetaperti Pos Kota, Meteor,
Memorandum, Warta Kota, dan sebagainya berisikarabgerita kriminalitas
sebagai pilihan, bahkan dengan titik kuat padaildk&kerasan, sadisme dan
seksualitas. Trik yang lain adalah dengan memagamgbar perempuan yang
“aduhai”, dan iklan-iklan yang vulgar, berbau selgas dan supranatural seperti
membesarkan alat kelamin, payudara, pemasangak, susinan seks, telepon
seks, dan sebagainya. Hal ini semata-mata untukemgnn selera rendah pasar
media sehingga dapat menangguk keuntungan pemasataesar-besarnya.
(Rahayu [ed.], 2006 : 117)

Dampak lainnya pada era ini, pergulatan funggilieneis a visdengan
kekuasaan rezim telah terhenti. Kekuasaan patitginbuka kebebasan seluas-
luasnya bagi media massa dan keuntungan bisnis pagguasaha media,
sebaliknya dari itu media memberi tempat bagi képgan elit politik melalui
halaman-halaman berita dan rubrikasi yang semalkilenmah dari kontrol sosial
dan politiknya. Pada akhirnya fungsi media kembalibengkalai, terutama
kontrol sosial dan oposisi terhadap kekuasaanladetna kepentingan komersial.
Sorotan media terhadap fenomena sosial-politik aterijdak lagi fokus karena
media lebih suka mencari dan menyuguhkan berktuahyang “sensasional”.
Hal ini memudahkan para aktor politik memanfaatkaedia untuk kepentingan
mereka, maupun mengalihkan medan isu yang sedangrpamya kepada isu
yang lain agar masyarakat lupa.

Era inilah barangkali yang paling tepat disebut iadustrialisasi segala
hal, termasuk juga struktur, lembaga bahkan pegpakitik tidak ubahnya menjadi
sebuah entitas industri yang memproduksi pemikidan wacana politiknya
sendiri-sendiri. Dalam hal ini media kemudian besgeperan menjadi alat
legitimasi untuk menempatkan posisi dan eksistdragi tokoh politik dan
menggiring ide politiknya kepada massa. (Subkha@032 84) Muncul

kecenderungan polarisasi media massa dalam ked&gpihterhadap kelompok
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dan kepentingan politik tertentu. Hasil penelitidamad (2004) menunjukkan
bahwa memasuki era reformasi, pers kita bertanpiddrisasi pemihakannya:
ada yang atas dasar ideologi dan politik, ada jk@g@ena kepentingan pasar
sehubungan pers telah menjadi industri. Dalam sitsemacam ini kepentingan
rakyat yang bukan penguasa/politisi maupun pengusatabaikan. Masyarakat
menjadi tidak memperoleh pendidikan politik yangmsestinya.(Hamad,

2004:178)

Pada akhirnya media tidak lagi menjadi bagian pgntialam perubahan
struktur sosial, politik dan sistem demokrasi didnesia,. Media massa menjadi
“putus hubungan” gerakan-gerakan sosial di masghraknedia hanya
menyampaikan pemberitaan tanpa mampu menstimutasbahan yang berarti.
Ada banyak kasus politik dan hukum yang dimuatrdat@edia massa tetapi tidak
ada penanganan yang serius dari lembaga-lembaganhd&n demokrasi yang
punya otoritas untuk “eksekusi’. Keterbukaan dehdbasan media massa tidak
diikuti dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraaegara, apalagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Subkha@; 88D

Berawal dari kebebasan inilah, muncul pelbagai lprab yang
berhubungan dengan persoalan etika media massheb#san yang semestinya
menjadi pintu bagi media dalam menjalankan fungssiag-politiknya di
masyarakat menjadi kontraproduktif. Berbagai ketumauncul di masyarakat
tentang dampak kebebasan media yang luar biasadanmi, pemberitaan dan
tayangan yang berisi kekerasan, pornografis, hingganbuka wilayah privasi
seseorang. Atas nama kebebasan pula, banyak media yang iggigindahkan

etika kejurnalistikan dan norma-norma sosial di yasskat.

° Sabam Leo Batubara, Dewan Pers, mengungkapkanabdalam tahun 2005 Dewan
pers telah mendapatkan pengaduan dari masyarataigiebih 650 kasus pemberitaan di media
massa baik media cetak maupun elektronik tentatenggaran kode etik wartawan Indonesia
yang meliputi pencemaran nama baik, validitas damasi data, tendensi menyesatkan, memecah
belah kerukunan hidup, ketidakprofesionalitas kevgrtawan, ketidakobyektivitasan, sadisme,
pornografis dan sebagainya. (Luwarso, 2006 : 165-T®wan Pers juga melakukan penelitian
terhadap surat kabar se-Jawa tahun 2004 yang nmalkgimakesimpulan bahwa media messa yang
menjadi obyek kajian masih memiliki beragam keleamafjurnalistik, yang sangat berpengaruh
terhadap kualitas dan obyektivitas pemberitaanhéia (ed), 2006 : 58)
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C. Etika Media Massa dan Pemberitaannya
C.1. Bertolak dari Asas Kebebasan

Kemerdekaan yang diperoleh media massa pada emnesi membawa
angin segar perkembangan media massa di Indond¢smun seiring
kemerdekaan pers ini, banyak kalangan masyaradetamdang pers di Indonesia
telah kebablasan memanfaatkan kebebasan yang thigapantuk kepentingan
bisnis dan keuntungan dengan mengabaikan fungsi pamng ideal’ Motif
pengejaran untung itulah yang justru membuat penilanmalar etika dan moral.
Ketika suatu media sudah merumuskan kebijakan sgol@dnya untuk semata-
mata mengejar keuntungan, maka secara tidak saddawan tersebut telah
bersiap-siap untuk menegasikan pertimbangan-peatiggn etika dan moral.
(Rahayu (Ed.), 2006 : 127) Terabaikannya pertimbangfika dan moral dalam
pemberitaan media massa akan berpangaruh terhadditag dan obyektivitas

informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Tentang komersialisme dan etika ini, Joseph Pulitmhun 1940
mengungkapkan:

“Komersialisme memang sah-sah saja bagi koran yamgang harus hidup.... Namun
komersialisme akan menjadi kemerosotan dan bahkgagrlalu dipentingkan. Begitu
pengelola merasa korannya semata-mata adalah igmis,bsaat itu pula kekuatan
moralnya lenyap.”

“Tanpa adanya etika, koran bukan hanya takkan mammlayani kepentingan
masyarakat, namun justru akan menjadi bahaya tephathsyarakat tersebut.” (Rivers,
2003 : 102)

Media massa dalam melaksanakan aktivitasnya mengada sistem
etika dan moral yang merupakan suatu sistem pringipuk memandu
tindakannya. Etika merujuk pada apa yang sehaausiilgkukan, sedangkan
moral adalah pelaksanaan dari etika ters€bufferhadap media massa perlu

19 Orientasi media untuk mendapatkan keuntungan aebesarnya sebagai logika pasar
(kapitalisme) mendorong penyajian informasi lekalnena pertimbangan nilai ateating. Hal ini
yang cukup menjelaskan fenomena munculnya infotamyang mengalahkan informasi, berita
gosip selebritis lebih mendapatkan ruang dan wdktmedia, juga kisah mistik, pornografi dan
kekerasan. Situasi yang kebablasan ini melahirkenbdmai cemoohan terhadap praktek
jurnalisme, sehingga muncul istilah jurnalisme &hgurnalisme provokasi, jurnalisme preman,
jurnalisme pelintir, jurnalisme hitam, dan lainda{Siregar, 2006 : 3)

1 Etika berasal dari kat&thos(bahasa Yunani) yang artinya adat istiadat. Istikih
diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik genyang buruk, dan tentang hak dan kewajiban
moral. Sedangkan moral berasal dari katares(bahasa Latin) yang meniliki arti kata sama
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diterapkan suatu sistem etika adalah karena tigsaal penting. (Haryatmoko,
2007 : 38) Pertama, media memiliki kekuasaan dek ydng sangat dahsyat bagi
publik, sehingga dapat saja media massa melakukampuolasi informasi dan
mengalienasi audiens. Oleh karena itu etika ianakapat melindungi publik dan
posisinya lemah dalam sistem komunikasi massa Kedua, etika menjadi
penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan tayggab. Hal ini karena
dalam prakteknya, setiap peningkatan kebebasak bdearti selalu membawa
peningkatan tanggungjawab yang setara. (Johanek3@®,: 7) Ketiga, mencoba
menghindari sedapat mungkin logika instrumental.gik® ini cenderung
mengabaikan nilai dan makna sebagai tujuan, melaimkenfokuskan diri pada
instrumen atau menjadikan yang sifatnya instrumesnjadi tujuan. Logika
instrumen ini biasanya terkait dengan determinigkenomi dan teknologi, di
mana kepentingan komersial atau penerapan teknabegiia dipandang lebih
penting dibandingkan melaksanakan tugasnya menykampakebenaran

informasi kepada masyarakat.

Media massa untuk memerankan dirinya secara idgzdgai mediator
aspirasi, penyampai informasi, dan ruang artikulapolitik membutuhkan
prasyarat utama yaitu kebebasan, baik bebasakaman politik kekuasan politik
maupun dari kekuasaan kapitalisme. Pada masab@de kekuasaan politik
begitu mendominasi kehidupan masyarakat tak tegdekehidupan media massa.
Media massa tidak memiliki kebebasan untuk meny#dapainformasi yang
dibutuhkan masyarakat karena bayang-bayang sensopembredelan dan
pengekangan aktivitas melalui berbagai aturan ae@sate regulation Namun
pada masa reformasi ini, di mana kebebasan dibeleba-lebarnya, media
massa masuk dalam belenggu pasaarket regulatioh dan tekanan kapitalisme
yang menguasai industri media. Padahal masyaragatiliki kepentingan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi pengkmbkeputusan dalam
kehidupannya. Terlebih dalam negara demokrasi diamaartisipasi sipil atau

warga menjadi pilar utama dalam sistem politik dierasi, peranan media massa

seperti etika yaitu adat kebiasaan. Pengertiflatistnoral biasanya lebih teknis pada nilai atau
norma yakni wujud etika yang dilaksanakan. (Bert@092 : 4-7)
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menjadi sangat penting sebagai forum pendapatastaitasi politik yang terbuka.
Media massa berperan sebagai mediator politik dnamasetiap informasi
disajikan secara berimbang, sekaligus menjadi raatikulasi politik bagi publik.
Tanpa adanya kebebasan ini, media massa tidakdafet melaksanakan tugas-

tugas tersebut sebagai tanggungjawab kepada mkaara

Kebebasan senantiasa harus diikuti dengan tangmualbj sehingga
biasanya disebut kebebasan yang bertanggungjawatah® istilah ini
sebenarnya merupakaautologi*? oleh karena itu siapapun yang menerima
kebebasan dengan sendirinya ia juga menerima taggyuab, atau siapapun
yang mendapatkan tanggungjawab ia juga harus dibbabasan. (Bertens, 2002
: 91) Media massa yang mendapatkan kebebasanngen dahsyarakat, maka
iapun juga memiliki tanggungjawab kepada masyamgkat Media massa
mendapatkan kemerdekaan dan dilindungi kebebasameiaui konstitusi atau
perundang-undangdn, tetapi bersama dengan hal tersebut media massa
mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan tymgsang paling mendasar
yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakaraedairat dan adil. Adanya
ruang kebebasan dan komitmen terhadap tanggungjamexpakan standar
untuk menilai suatu etika atau moral pada diri ges® atau lembaga, termasuk

media massa.

Pemahaman sebagaimana di atas sebenarnya sudaddintegian dari
perbincangan mengenai etika sejak lama. Kode efiagai aturan moral atau
aturan perilaku memberi petunjuk bagaimana sasgaoatau lembaga bertindak

dalam situasi tertentu. Media massa sebagaimamadadatau lembaga lainnya

2 Tautologiadalah suatu ungkapan yang menyebut dua kajiara sama dengan kata
yang berlain-lainan, dan karena itu sebetulnyagagkan sesuatu yang berlebihan. Contoh lain,
bujangan yang tidak kawin, dan bola bundar. Kegmandari dua contoh itu hanya melebihkan
karena tidak kawin sudah termasuk dalam pengetigang, dan pemahaman tentang bola sudah
pasti bundar.

13 Negara Indonesia mengakomodasi hak masyarakatk untendapatkan dan
menyampaikan infornasi dalam konstitusinya, yailach Pasal 28 F Amandemen kedua UUD
1945, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi damemperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnyaa degrhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan m#si dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.” Selain itu pemerintah jogangatur tentang pers dalam UU no.40 tahun
1999, dan UU no. 32 tahun 2002 mengenai penyiaran.
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juga berperilaku dalam kerangka prinsip moralitagentu, dan ini seringkali
bukan hal yang mudah untuk memutuskan bagi dirthya@osisi mana ia berada,
antara hak untuk menggunakan kebebasannya dan jik@wayang menjadi

tanggungjawabnya seringkali pilihannya adalah sdé¢una.

C.2. Etika Deontologi dan Teleologi bagi Media Mass

Secara umum ada dua jenis pendekatan untuk mersojaw tindakan
dalam kajian etika, yaitu Etika Deontologiefpntological ethigs dan Etika
Teleologi (eleological ethics (Vivian, 1991 : 436-437) Deontologi dari lash
Yunani Deon yang artinya kewajiband(ity), dan ini adalah inti dari etika
deontologi. Masyarakat dipandang telah berlakuraep®ral kalau masyarakat
mengikuti aturan dengan baik. Sedangkan etikaolteje menekankan aspek
etika ini pada hasil perbuatan. Teleologi dari sah®#unaniteleosyang berarti

hasil fesul) atau dampakconsequenqge

Etika deontologi menurut Immanuel Kant, baik-butidak ditentukan
bagaimana hasil atau dampak dari suatu tindakalajmkan dari kehendak yang
mendasari perbuatan tersebut dilakukan. Kehendalakbin menjadi baik jika
bertindak karena kewajiban, tanpa hal ini suatu td@aan dapat saja
disalahgunakan oleh kehendak yang jahat. (Bert2@82 : 255) Pandangan
deontologi ini kemudian dikembangkan lebih lanjlehoWilliam David Ros$?
dengan menambahkan sebuah nuansa yang cukup pgaitindewajibarPrima
Facie (kewajiban pada pandangan pertama). Kewajilpsima facie yang
dimaksud adalah suatu kewajiban untuk sementara,hdaya berlaku sampai
timbul kewajiban yang lebih penting mengalahkan &dvan yang awal tersebut.
Ross menyusun daftar kewajibanma faciesebagai berikut: (Bertens, 2002 :
259-260)

1. Kewajiban kesetiaan: semua orang harus menepgti yang dilakukan

dengan bebas.

2. Kewajiban ganti rugi: setiap orang harus melungag moril dan materiil.

% |lmuan dari Inggris (1877-1971)
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3. Kewajiban terimakasih : semua orang harus bert&asia kepada orang
yang telah berbuat baik kepadanya.

4. Kewajiban keadilan : keharusan membagi hal-hal yaegyenangkan sesuai
dengan jasa orang-orang yang bersangkutan.

5. Kewajiban berbuat baik : keharusan membantu or@ngyang membutuhkan

bantuannya.

6. Kewajiban mengembangkan dirinya : keharusan untakgembangkan dan

meningkatkan bakat di bidang keutamaan, intelegedsin sebagainya.

7. Kewajiban untuk tidak merugi : semua orang tidalebanelakukan sesuatu

yang merugikan orang lain.

Sedangkan dalam bidang jurnalisme, Boris Liboisagabmana dikutip
Haryatmoko (2007 : 45-46) menyebutkan tiga prinsimma deontologi
jurnalisme. Pertama, penghormatan dan perlinduredas hak warga negara
akan informasi dan sarana-sarana yang perlu unehdapatkannya, termasuk
kategori ini adalah perlindungan terhadap sumbfarnmasi, pemberitaan yang
jujur, jelas, lengkap dan pantas (tidak melaluapgbaran). Kedua, penghormatan
dan pelindungan atas hak individu lain dari warggama seperti martabat dan
kehormatan, kesehatan fisik dan mental, hak ekispaeshak jawab dalam media.
Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni dalam maswarakrmasuk melarang
provokasi yang memicu kebencian, permusuhan, pgkstaman dan

pembangkangan sipil.

Etika teleologi meletakkan pokok perhatian ba#usburuknya perbuatan
pada hasil atau dampak yang dicapai atau dihasidledmsuatu perbuatan. Bentuk
kongkrit dari etika teleologi ini dalam konteks gemhasan tentang media terlihat
pada tiga pendekatan etika yang paling utama.amert teori prakmatis
(pracmatic theory yang mendorong masyarakat untuk memandang bahiaend
perilaku manusia ditujukan untuk dampak/hasil gyamungkin diperoleh dari
suatu perbuatan dan sekaligus menentukan penghardfedua, teori utilitarian
(utilitarian theory), teori ini menyatakan perbuatan-perbuatan yaisgagau baik

adalah yang menguntungkan bagi banyak masyarakiakebutuhan-kebutuhan
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mereka. Kebaikan yang paling banyak dari jumlahgypaling banyak. Ketiga
teori tanggungjawab sosiatdcial responsibility theo)y yang utama dari suatu
perbuatan adalah yang memberi dampak baik bagikaetalam masyarakat.
(Vivian, 1991 : 437)

Pada masa sekarang ini pandangan etika dengarekaztad etika
deontologi ataupun etika teleologi secara murnabushnyak ditinggalkan orang.
Para etikawan berusaha mengadakan sintesis kechakekatan etika ini guna
mendapatkan rumusan etika yang dipandang palingasdsngan perkembangan
dan kepentingan masyarakat umum. Beberapa pringip berikut ini cukup
memberi gambaran bagaimana media massa menentikipmya. (Straubhaar,
2000 : 476)

1. Konsep The Golden Mean dari Aristotels® menunjuk moral virtue is
appropriate location between two extremBtik kunci dari ide etika ini
adalah kebaikan moral yang berada di antara duereksmenghindari sikap
ekstrim menuju moderasi dan seimbango@eration and balang¢e Dalam
jurnalisme modern, prinsip ini ditemukan dalam lepisalance and fairness
(seimbang dan kejujuran).(Vivian, 1991 : 433)

2. Imperatif kategori ¢ategorical imperative dari Immanuel Kardf yang
dinyatakan sebagaact on the maxim that you would want to become
universal law Semua orang seharusnya bertindak sesuai deatgasn
yang dipahami dan diyakini sebagai hukum univer$alperatif kategoris ini
tidak menyuruh untuk jujur atau menghindari boh&agena pertimbangan
tertentu, tetapi karena jujur itu sudah dari “sony@’ baik dan bohong itu
sendiri memang suatu yang salah.(Abdullah, 2002) :Media massa sudah
semestinya memahami kaidah-kaidah yang berlakurasegniversal ini
sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap maksta

3. Etika situasi $ituation Ethicy yang sebenarnya bentuk sanggahan terhadap
imperatif kategoris Kant. Dalam pandangan etikia morma moral tidak

!5 Seorang filosof terkenal dari Yunani kuno yangupic.400 tahun lalu yang pikiran-
pikirannya sangat berpengaruh terhadap perkemhbdilgafat hingga saat ini.

'8 Filosof asal Jerman (1724 - 1804)
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berlaku universal melainkan relatif karena setiagtuasi memiliki keadaan
yang berbeda. (Bertens, 2002 : 162) Semangat tlka mi adalah media
massa dan para jurnalis tidak boleh melanggar huigang berlaku dan
melakukan praktek yang membahayakan kepentingayarsst, tetapi ia
harus menghormati pandangan-pandang yang berlalamdmasyarakat
tersebut.

4. Etika Utilitarian (tilitarian ethic§ dari Jeremy Benthath yang
dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart fiffakni konsepthe greatest
happiness of the greatest numblegbahagiaan yang paling besar dari jumlah
yang paling banyak. Inti gagasan ini sebenarnydahdada perbedaan
kualitatif intrinsik pelbagai macam kesenangan, wehbeberapa jenis
kesenangan lebih bernilai dan diinginkan dibandiegenangan yang lain
tanpa harus bertentangan dengan prinsip manfadt,( 2005 : XV) Dalam
konteks media massa prinsip ini diterapkan dalamsé&p jurnalismethe
people’s right to knowhak masyarakat untuk tahu, dan hak mendapatkan

informasi.

5. Etika Tanggungjawab Sosiagbg@cial Responsibility Ethizsyang konsep ini
dimunculkan dalam Komisi Hutchif$,suatu komisi yang dibentuk oleh
masyarakat profesional jurnalis di Amerika Serikahun 1947. Komisi
Hutchin ini  merekomendasikan media massa dan paraalis untuk
melakukan aktivitasnya sebagai bagian dari pelayangerhadap
tanggungjawab sosialnya. (Rivers, 2003 : 104; ViyviED91 : 436)

Tanggungjawab media massa terhadap masyarakat Kabefisi ini

dirumuskan dalam 5 syarat, yaitu: (Rivers, 20085-110)

1. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, kelmepsif dan cerdas.
Dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumftgmasi dominan

sehingga media dituntut untuk menyajikan beritagdenbenar dan jelas,

" Filosof dari Inggris (1748 - 1823)
18 Filosof dari Inggris (1806 — 1873)
!9 Dinamai demikian karena komisi ini dipimpin olebifert M. Hutchins.
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seperti mana yang peristiwva politik dan mana yargyupakan pendapat
politisi.

2. Media massa harus berperan sebagai forum pertuksadapat, gagasan,
komentar dan kritik. Artinya media harus berfungsbagai penyebar gagasan
yakni menyodorkan suatu masalah kepada khalayak uhbahas bersama,
karena dengan kepemilikan media di tangan segelotang akan
menyempitkan wahana ekspresi publik.

3. Media massa harus menyajikan gambaran khas daiapséelompok
masyarakat, memahami kondisi semua kelompok mdsytasecara akurat,

tanpa terjebak dalam stereotip.

4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan nujdan nilai-nilai
masyarakat. Tanpa harus mendramatisir pemberitaaedia harus
mengaitkan suatu peristiwva dengan hakikat maknarkelaan masyarakat
dan hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena medassa adalah instrumen
pendidik masyarakat sehingga media harus memikgutagjawab sebagai
pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengagaitikamnya ke tujuan

dasar masyarakat.

5. Media harus membuka akses penuh ke berbagai sunfbamasi. Hal ini
sebagai tuntutan agar media massa lebih berupaydapatkan akses kepada
data dan informasi. Oleh karena itu “hak untuk tafright to know dan
kebebasan informasi tidak saja penting bagi makgaréetapi juga menjadi
penting bagi media massa yang menyajikannya. Kegam terhadap
informasi bukan hak perseorangan, tetapi banyakgorgang memiliki
kepentingan dengan keberadaan media untuk mengiari@masi tersebut.

Dari ulasan di atas, persoalan etika ini tidak sedari kajian terhadap
lingkungan di mana manusia berada. Tarik ulur ant&ebebasan dan
tanggungjawab, antara deontologi dan teleologi apdalsarnya saling terkait
membentuk suatu dimensi etika dalam masyarakahnD&bmunikasi atau media
massa, dimensi etika ini dapat digambarkan denggarb
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Bagan 2.2. Tiga Dimensi Etika Komunikasi Media B&s

Nilai-nilai Demokrasi
Hak untuk berekspresi
Hak Publik akan Informasi yang Benar

TUJUAN

T

Meta-etika

ETIKA
KOMUNIKASI

Etika-strategi Deontologi

SARANA AKSI

- Tatanan hukum dan Institusi - Kesadaran Moral atau Nurani
- Hubungan-hubungan Aktor Komunikasi
Kekuasaan - Deontologi Jurnalisme
- Peran Asosiasi, Lembaga
Konsumen, Komisi Pengawas|

(Haryatmoko, 2007 :44)

Karl Wallace (Amir, 1999 : . 53-54) menyimpulkanikat dalam
komunikasi massa meliputi beberapa hal. Pertdaimessyang di dalamnya
menganut asas kejujuran, keadilan dan kewajaradud&eakurasi yang berarti
ketelitian, keseksamaan, kecermatan dan ketepakatiga, bebas dan
bertanggungjawalfree and responsibili}yyakni keseimbangan antara kebebasan
untuk memberitakan apasaja dengan cara bagaimanapapi dalam kaidah
tanggungjawab terhadap kebaikan masyarakat. Dampage kritik konstruktif
yaitu media juga harus memerankan dirinya sebpgagawas masyarakat

dengan mewujudkan fungsi kontrol sosial.
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C.3. Kode Etik bagi Pemberitaan Media Massa

Berangkat dari etika sebagai acuan moral, makasdigdah dalam suatu
aturan standar yang bersifat baku dan mengikatmddmlang-bidang tertentu
berupa kode etik. Secara mendasar kode etik emnitiki 3 unsur pokok, yakni,
pertama, nilai-nilai fundamental termasuk penghdam&epada kehidupan dan
solidaritas manusia; kedua, larangan fundamentay yéi dalamnya termasuk
ketentuan tidak berbohong, menyebabkan kerugiag tidak perlu; dan ketiga,
prinsip-prinsip profesional, dalam bidang mediajngip profesional yang
dimaksud adalah prinsip dalam jurnalistik seperegalkuratan, keadilan,
independensi.(Potter, 2006 : 58) Kode etik ini menkan standar yang jelas dan
impersonal yang dapat dijadikan rujukan bagi pelakuuk melaksanakan
tugasnya, maupun bagi masyarakat luas untuk medakydenilaian terhadap

perilaku para pelakunya. (Johannesen, 1996 : 183)

Kode-kode etik ini disusun secara mandiri dan iedejen oleh asosiasi-
asosiasi profesional sebagai upaya menterjemahké@ ¢erilaku dalam
mewujudkan kebebasan dan tanggungjawabnya. As@esiorganisasi profesi
ini menyusun kode etik selain sebagai acuan peritlalam bidang profesinya,
sekaligus untuk mewujudkan karakter moral yangndittkan dari setiap orang
yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kode etiknenggambarkan profesional
di dalamnya sebagai terikat oleh prinsip-prinsips d@ertentu, dan sekaligus
sebagai perwujudan prinsip-prinsip ini ke dalamak&rnya. (Johannesen, 1996 :
184)

Guna membantu media massa melaksanakan tanggubggogtalnya,
maka negara membentuk dewan-dewan kode etik. Padanoya dewan kode
etik ini memiliki karakteristik sebagai berikut:igiers, 2003 : 112)

1. Dewan merupakan lembaga independen guna mencaekmiah pemerintah

terhadap pers.

2. Dewan beroperasi sebagai penengah antara persuthik, mlan atara pers

dan pemerintah.
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3. Keanggotaannya berimbang dari masyarakat luas alamedia.
4. Pengaruhnya tidak formal, melainkan bersumberagani publik.

5. Fungsinya akan maksimal jika para insan pers medghi segala bentuk

ektrimisme.

Di Indonesia, sesuai dengan UU Pokok Pers no. HOntd999, berdiri
Dewan Pers yang bersifat independen. Lembaga inippga melembagakan
swakontrol secara sukarela oleh kalangan pers rs@rdhadap media mereka,
terutama melalui organisasi wartawan maupun lembaga
medianya.(Atmahkusumah, 2001 : vii) Asosiasi waaawli Indonesia, selain
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang telah hesdjak masa-masa awal
kemerdeka&i! dan menjadi satu-satunya organisasi profesi wartapada masa
Orde Baru, kini telah berdiri organisasi-organiseartawan Indonesia lebih dari
35 organisasi: Masing-masing organisasi ini juga menyusun kotile yang
mengikat anggotanya, selain kode etik yang disdpbkesama dalam koordinasi

Dewan Pers yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Di antara hal-hal yang menjadi perhatian dalamaepkmberitaan yang
menjadi sorotan dalam kode-kode etik jurnalistiktaga lain: (Atmahkusumah,
2001 :11-13)

1. Akurasi dari informasi gccuracy of Information Pers tidak menerbitkan
informasi yang kurang akurat, menyesatkan, dipald&kan dan atau
dimanipulasi. Selain itu pers juga harus membeda&atara komentar,

dugaan dan fakta.

2. Privasi, pers harus menghormati privasi setiap gréeluarganya, dan hal-
hal yang bersifat pribadi. Pers wajib berhati-hatienahan diri, dalam
menerbitkan/menyiarkan informasi yang dapat dikatikgn melanggar
privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.

2 Didirikan di Solo pada tanggal 9 Pebruari 1946.
2l Sampai pada tahun 2006, Dewan Pers mencatat &r88porganisasi wartawan dan

organisasi perusahaan pers Indonesia, yang 2%dianya hadir dan ikut menandatangani Kode
Etik Jurnalistik pada tanggal 14 Maret 2006. (Sire@006 : 158)
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3. Pornografi? pers tidak menyiarkan informasi dan produk visyahg
diketahui menghina atau melecehkan perempuan.

4. Diskriminasi, pers harus meghindari prasangka ai#ap merendahkan
seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agamas j&elamin atau
kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan deik mental atau
penyandang cacat. Pers menghindari penulisan yamgletail tentang hal-
hal tersebut kecuali berkaitan secara langsungagteisgberita.

5. Liputan kriminal, pers harus menghindarkan idekaii keluarga atau teman
yang dituduh atau disangka melakukan kejahatarateaip mereka. Pers juga
harus mempertimbangkan kasus yang melibatkan amak-baik sebagai
pelaku, korban ataupun saksi, terutama di bawah 16itidak boleh ada
identifikasi.

6. Cara-cara yang tidak dibenarkan, pers tidak boiemperoleh atau mencari
informasi melalui cara-cara yang tidak dibenarkiaalih dapat dibenarkan
hanya jika menyangkut kepentingan publik dan infsmitu tidak dapat

diperoleh dengan cara yang wajar.

7. Sumber rahasia (asas konfidensial), pers berkeaajilmoral untuk

melindungi sumber-sumber informasi rahasia.

8. Hak jawab dan bantahan, pers harus menghormatjakadb terhadap berita
yang tidak akurat, dengan kewajiban melakukan Igirelan atau
menerbitkan sanggahan/koreksi dengan segera.

Fungsi fundamental pers adalah menyajikan inforiméisrmasi kepada
masyarakat, dan untuk mewujudkannya pers harus likeetos kebenaran yakni
pers wajib menyajikan kebenaran, seluruh kebenasalalu dengan sebenar-
benarnya. Apapun informasi yang disampaikan olediaamassa haruslah suatu
kebenaran yang dilakukan dengan kesetiaan, selprgkgkapnya, seimbang,

22 Kata pornografi terbentuk dari kapornosyang berarti melanggar kesusilaan atau
cabul, dargrafosyang berarti tulisan dan kini juga meliputi gambarta patung. Maka pornografi
berarti tulisan, gambar atau patung, atau baradg penumnya yang isinya menggambarkan hal
sesuatu yang menyinggung rasa susila dari oramg yaembaca dan melihatnya. Hal ini
dikarenakan substansi dari media ini ditujukan kmhenyampaikan gagasan tentang seks dengan
cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan ataka&r@tiuwarso, 2006 : 210)
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teliti dan tepat. Pers tentu memiliki prosedur knfiemproses informasi menjadi
pemberitaan sehingga memiliki penentuan, pembobatan penilaian tertentu

dalam penyajiannya.

Namun secara subyektif pihak pers sendiri harususada untuk
memberikan informasi sebanar-benarnya dan menagkbangan oportunistik
dalam penyajian berita. Meski demikian, kebebasans pntuk melaporkan apa
saja yang terjadi tetap memiliki batasan-batasastia® tuntutan moral selalu
hanya mengikat secagaima faciedan itu berarti bahwa tida&priori ada
tuntutan moral yang lebih penting mengimplikasiktantutan agar tidak seluruh
kejadian diberitakan. Namun batasan-batasan infjglak boleh semena-mena
karena akan melanggar asas kebenaran itu sendsaliyla, hak pers untuk
melaporkan sesuatu menemukan batasnya pada hal taen untuk tidak
dilaporkan, termasuk di sini adalah hak privasesesng. Dalam keadaan tertentu
kepentingan umum dapat menuntut suatu peristiwvg yaenyangkut kehidupan
masyarakat tidak diberitakan, tetapi pembatasgunnharus dilakukan dengan
ketat seperti alasan pencegahan terjadinya sifgsagj gawat, sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, disahkan secara detispkatan dilakukan secara
materiil dan kongkret agar tidak menimbulkan moterpretasi. (Suseno, 2001 :
128)

Media massa harus dengan sungguh-sungguh darsdnimkmelakukan
pertimbangan-pertimbangan etika tentang perlu-tigak laik-tidaknya suatu
informasi, peristiwa atau kejadian langsung disarlfit to print). Misalnya
kejadian, peristiwa dan informasi yang membahaydepentingan masyarakat,
membahayakan negara, keselamatan dan keamanana ndgar persatuan-
kesatuan bangsa, menyinggung perasaan beragamakepenucayaan yang
dilindungi undang-undang. Untuk itu pihak mediauditt untuk melakukaself-
cencorshipdan self-restrain yakni pembatasan oleh pihak media sendiri dalam
penyajian pemberitaannya (Tidar, 1986 : 25dgngan pertimbangan-
pertimbangan etika. Terlebih dalam era reformasndna kebebasan pers telah
dijamin oleh negara dan dilindungi oleh konstitusisehingga tidak ada
pembredelan oleh kekuasagrgss-breidgl maka media massa dituntut untuk
menggunakan kebebasannya ini dengan penuh tangguaiyj kepada
masyarakat.
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Media massa melakukan pemberitaan dilandasi dgmgidimbangan etika
yang secara praktis dapat ditunjukkan melalui komaiinya untuk melakukan
kinerja yang profesional. Profesionalitas ini akserlihat dalam performen
pemberitaan media massa, yakni kemampuan mediaamagsk menyajikan
pemberitaan yang obyektif. Persoalan obyektivip@snberitaan ini memang
menjadi perdebatan yang pelik, mengingat setiap ianethassa, setiap
wartawannya memiliki aspek subyektivitas, terlelbiengan berbagai faktor
penentu dan proses dalanewsroommedia massa dipandang tidak mungkin
seratus persen obyektif. Denis McQuail (1992 : 96)2 mencoba
mengembangkan kerangka obyektivitas dalam peraberit Suatu pemberitaan
memiliki wilayah kognitif yang merupakan pengamatmpiris, dan wilayah
evaluatif yang meliputi netralitasdutrality) dan keseimbangabdlance.

Aspek kognitif erat hubungannya dengan faktuali@stuality), yaitu
kualitas informasi yang dikandung dalam berita yangnunjukkan realitas
peristiwa. Aspek ini meliputi kebenaran truth), penginformasian
(informativeness dan relevansi rélevancg. Kebenaran dapat diukur melalui
apakah pemberitaan itu sudah menampilkan fakta gabhgnarnyafgctualnesy
akurat @ccuracy, dan lengkap dompletenegs Penginformasian berhubungan
dengan proses membangun pemahaman dan pembelagreamg sesuatu.
Sedangkan relevansi mengacu pada kesesuaian fqiabalengan kriteria-
kriteria tertentu, yakni teori normatifngrmative theory nilai dan praktek
jurnalistik journalistic), khalayak &udience dan dunia nyatadal word).

Aspek evaluatif berkaitan dengan imparsialitasdedderpihakan
(impatrtiality), yakni ada tidaknya upaya sistematis untuk mestkan satu sisi di
atas yang lain, terutama dalam masalah kontrovedeiggan tujuan menggiring
khalayak secara konsisten ke arah tertentu. AspeMuaif ini meliputi
keseimbangarb@lanceg dan netralitasneutrality). Balanceberhubungan dengan
akses yang seimbang antara pihak yang terkait,béamubungan pula dengan
seleksi atau penghilangan fakta-fakta tertentu ydipgndang merupakan nilai
atau ekspresi pusat perhatigoift of viewy mengenai apa yang dianggap fakta
oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan netralitashbeungan dengan persoalan
penyajian atau presentasi fakta, yakni yang tit@kakukan pencitraan tertentu
(non-evaluativiedan tidak mendramatisir penyajiarofi-sensational



Bagan 2.3. Obyektivitas

I. FACTUALITY
L RELEVANCE
TRUTH Criteria Criteria
Factualness E Accuracy Normative Real
E Theory Word
v v
Informativeness Completeness Journalistic Audience
. IMPARTIALITY
BALANCE NEUTRAL
Criteria PRESENTATION
Equal or Even-handed Non-evaluation Non-sensational
Proportional Evaluation
Access
(McQuail, 1992 : 96)

Dengan kerangka obyektivitas tersebut, diharapkadianmassa dapat
menunjukkan performen yang ideal. Profesionalitagakmedia massa terlihat
dari pemberitaan-pemberitaannya yang sesuai dekgaiah jurnalistik secara
teknis maupun nilai-nilai kejurnalistikan yang haltnya adalah suatu landasan
etika. Pada masa kebebasan pers sekarang iniameasa dituntut untuk
memenuhi kemerdekaannya dengan melaksanakan tajggab kepada

masyarakat guna memenuhi hak masyarakat terhadapmasi yang harus

dilaksanakan secara etis dan profesional.




